KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 by ADELIA RAHMADIYANTI ANANDA, .
i  
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN 
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA 









Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum  
 
Oleh : 



































Adelia Rahmadiyanti Ananda. KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN 
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. Skripsi. Tegal : Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021 
 
Perkawinan adalah suatu hal yang sakral untuk dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menyempurnakan separuh agama. Setelah terjadinya perkawinan, maka 
terjadilah percampuran harta perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 
119 KUHPerdata yaitu dengan adanya perkawinan maka terjadilah percampuran 
harta kekayaan. Kecuali jika diadakanya perjanjian perkawinan. Perjanjian 
perkawinan diatur di dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Namun ketentuan isi di dalam pasal tersebut berubah semenjak adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengkaji bagaimana perjanjian 
perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015; (2). Mengkaji mengenai pelaksanaan penerapan perjanjian perkawinan 
pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kota Tegal. 
Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui data 
primer dan data sekunder. Dan dianalis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menujukan bahwa perjanjian perkawinan pada saat 
sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan yang diatur di 
dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan 
dapat dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan atas 
persetujuan bersama. Setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
69/PUU-XIII/2015 yaitu perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum 
perkawinan, maupun sepanjang perkawinan berlangsung atas persetujuan bersama 
dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris yang isinya juga 
berlaku terhadap pihak ketiga. Dan mengenai pelaksanaanya di Kota Tegal sendiri 
belum terlalu berjalan dengan baik, dikarenakan berdasarkan pada penelitian di 
KUA Tegal Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, dan 
Notaris Kota Tegal/Kabupaten Tegal perjanjian perkawinan ini masih dianggap 
awam oleh masyarakat bahkan masih banyak yang belum mengetahui. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.  
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Marriage is a sacred thing to be carried out with the aim of perfecting half of the 
religions. After the marriage occurs, there is a mixing of marital assets as regulated 
in Article 119 of the Civil Code, namely, with a marriage, there is a mixing of assets. 
Unless there is a marriage agreement. The marriage agreement is regulated in 
Article 29 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage. However, the provisions of 
the contents in the article have changed since the decision of the Constitutional 
Court Number 69/PUU-XIII/2015 concerning the Marriage Agreement. 
This study aims to: (1). Reviewing the marriage agreement before and after 
the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015; (2). 
Reviewing the implementation of the marriage agreement after the decision of the 
Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 in Tegal City. This type of 
research is normative-empirical research. The approach used is a normative-
empirical approach. The data collection technique is through primary data and 
secondary data. And analyzed using descriptive qualitative. 
The results of this study indicate that the marriage agreement before the 
decision of the Constitutional Court, the marriage agreement regulated in Article 
29 of Law no. 1 of 1974 states that a marriage agreement can be made at or before 
the marriage takes place by mutual consent. After the issuance of the decision of 
the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, namely the marriage 
agreement can be made at the time, before the marriage, or as long as the marriage 
takes place with mutual consent and legalized by the marriage registrar or notary 
whose contents also apply to third parties. And regarding its implementation in 
Tegal City itself, it has not gone too well, because based on research at the East 
Tegal KUA, the Tegal City Population and Civil Registration Service, and the Tegal 
City/Tegal Regency Notary, this marriage agreement is still considered common by 
the public and even many who have not knowing. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. LATAR BELAKANG 
Manusia itidak ibisa iterlepas idari iyang inamanya iinteraksi isosial. 
Interaksi iyang isederhana idan imudah idilakukan iyaitu idengan ikeluarga. 
Membentuk ikeluarga itentu isalah isatunya ibisa idilakukan idengan 
perkawinan. iPerkawinan yang diatur dalam ipasal 1 Undang-Undang Nomor 
1 1Tahun 1974 i(selanjutnya idisebut iUUP) imengenai iperkawinan iyang 
menjelaskan iperkawinan imerupakan iperikatan iyang isuci. iPerikatan ijuga 
tidak dapat idilepaskan idari iagama iyang idianut ioleh ipasangan isuami 
istri. iDan 1tujuan 1darii1perkawinan 1yaitu 1untuk 1membentuk 1keluarga 
yang 1bahagiai1dan 1kekal iberdasarkan iKetuhanan iYang iMaha iEsa.1 
Sebagai inegara ihukum, iperauran iperkawinan idi iIndonesia idijelaskan 
dalam ikonstitusi ibahwa ihak isetiap iorang iuntuk imelakukan iperkawinan 
harus idilandasi iatas iperkawinan iyang isah.2 
Perkawinan iadalah isesuatu ihal iyang isakral idilakukan iuntuk 
imembentuk ikeluarga. iDalam iperkawinan iterdapat ibeberapa iperaturan 
idiantaranya iadalah ipencatatan iperkawinan. iPencatatan idan ipengesahan 
iperkawinan ioleh ilembaga-lembaga iyang isah idan iberwenang, iseperti 
                                                             
1 Anwar Rachman, et al, 2020, Hukum Perkawinan Indonesiaidalam Perspektif Hukum 
Perdata, Hukum Islam,idan Hukum Administrasi, Cet 1, Jakarta, PrenadamediaiGroup, hlm 7 






iKantor Urusan Agama i(selanjutnya idisebut iKUA) iuntuk imasyarakat 
imuslim idan iDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil i(selanjutnya 
idisebut iDukcapil) ibagi imasyarakat iyang inon imuslim iberdasarkan 
ikesesuain idengan ihukum idan iperaturan iyang iberlaku. i 
Selain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, ijuga idiatur idalam iKHI idan 
iKitab Undang–Undang Hukum Perdata i(selanjutnya idisebut iKUHPerdata) 
imengenai iperjanjian iperkawinan.3 iYang idimaksud idengan iperjanjian 
iperkawinan iatau iPrenuptial Agreement merupakan perjanjian iyang idibuat 
ipasanganiuntuk imemisahkan iharta ikekayaan imereka isetelah iterjadinya 
iperkawinan. iPenjelasan itersebut imemberi ipengertian ibahwa iperjanjian 
iperkawinan imengacu ipada 1kesepakatan iyang telah dibuatioleh 
ipasangan iuntuk mengatur idampak iperkawinan iterutama 1terhadap iharta 
ibenda idan iakibat-akibatnya.4. i 
Perjanjian iperkawinan itidak iterbatas menjanjikan itentang 
ipemisahan iaset idan ikeuangan isaja, iada iperjanjian ilain iyang ipenting 
iuntuk idisepakati idalam iperjanjian iyaitu ikekerasan idalam irumah itangga 
(selanjutnya idisebut iKDRT) idan lain isebagainya. iPerjanjian iperkawinan 
imengatur ketentuan ijika ihubungan ikeduanya iputus ikarena iperceraian 
iatau ikematian, imaka iperjanjian iperkawinan imengatur icara ipembagian 
iharta ibenda imereka i(suami iistri) idan ijuga imengenai ihal iyang 
                                                             
3 Sonny Dewi Judiasih, et al, 2018, Perjanjian Perkawinan Setelah Berlakunya Putusan 
iMahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Cet ke 1, Bandung, Penerbit Cakra, hlm 39 
4 Gunadi, Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal for Islamic Studies, Sekolah Tinggi Agama Islam 






iberkaitan idengan ikeberlangsungan ikeluarga idi imasa iyang iakan 
idatang. 
Menurut pasal 119 KUHPerdata setelah terjadinya iperkawinan, imaka 
semenjak iitu ibersatunya iharta isuami iistri. iPercampuran iharta itersebut 
tidak iakan iterjadi ijika iada iperjanjian iperkawinan. iPerjanjian perkawinan 
hanya idibuat idemi imelindungi ikepentingan ipribadi ipara ipihak5. 
Sayangnya, imasyarakat imasih isangat iawam idan ikurang imengerti 
mengenai iperjanjian iperkawinan iini isangat ipenting iuntuk idibuat. 
Sehingga ibanyak ikasus iyang iterjadi iterutama iterkait ipemisahan iharta 
benda ibersama isetelah iterjadi iperkawinan. 
Perjanjian iperkawinan itercantum idalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 
1974. iNamun, iketentuan iisi idalam pasal i29 iUUP iberubah isemenjak 
lahirnya iputusan iMahkamah Konstitusi iRepublik iIndonesia i(selanjutnya 
disebut iPutusan iMKRI) inomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 
2016. iPutusan iMKRI itelah imengubah iketentuan imengenai imasa 
pembuatan iperjanjian iperkawinan. Putusan iMahkamah Konstitusi itersebut 
memperluas pengertian iperjanjian iperkawinan isehingga perjanjian 
perkawinan itidak ilagi idikatakan sebagai iperjanjian ipra-nikah atau 
perjanjian sebelumiidilangsungkannya iperkawinan, itetapi dapat juga 
dibuat isepanjang iperkawinan. iKeputusan itersebut ibukan ihanya iberlaku 
                                                             
5Yudistira Adipratama, Perjanjian Perkawinan; Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan 
Waktu Pembuatan ,dilihat di website : kcalawyer.com, http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-
perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/ pada hari Senin 






iuntuk iperkawinan icampur iantara iWNI idan iWNA, itetapi ijuga iberlaku 
iterhadap iperkawinan isesama iWNI6. 
Putusan iMahkamah iKonstitusi itersebut imengubah isistem idalam 
iundang–undang iperkawinan, iterutama idalam ihal iperpanjangan iwaktu 
ipembuatan iperjanjian iperkawinan. iPutusan itersebut iakan 
imempengaruhi ipemahaman idan ikesiapan inotaris idan ipetugas ipencatat 
iperkawinan isebagai ilembaga iyang iberwenang iuntuk imenyetujui 
ikesepakatan idalam iperjanjian iperkawinan, ibaik iberupa iakta inotaris 
iatau isurat iketerangan idari ipencatat iperkawinan i 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan penulis teliti 
adalah : 
1. Bagaimana perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? 
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan perjanjian perkawinan pasca 





                                                             
6 Hukumonline.com, Plus Minus Putusan MK Tentang Perjanjian Perkawinan, 2016, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-






C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan perumusan masalah yang disebutkan diatas, tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan sebelum dan setelah 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 
2. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian 
perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015 di Kota Tegal 
 
D. MANFAAT iPENELITIAN 
1. Manfaat isecara iteoritis 
Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imenjadi isumbangsih 
iperkembangan iilmu ihukum iperdata, ikhususnya imengenai 
ipersoalan iputusan iMahkamah iKonstitusi iNomor i69/PUU-
XIII/2015 idan ipelaksanaan iperjanjian iperkawinan iyang idibuat idi 
iKota iTegal i 
2. Manfaat iPraktis 
Penelitian iini isebagai isalah isatu ipersyaratan ipenyelesaian istudi 
iStrata iSatu iIlmu iHukum idi iUniversitas iPancasakti iTegal. iHasil 
ipenelitian iini ijuga idapat imenambah ireferensi idi iperpustakaan 
iFakultas iHukum iUniversitas iPancasakti iTegal. iDan isebagai 
ireferensi ibagi ipeneliti ilainnya isebagai ikerangka iteoritis iuntuk 






iperjanjian iperkawinan iberdasar ipada iperaturan isebelum idan 
isetelah iputusan iMahkamah iKonstitusi iNomor i69/PUU-XIII/2015 
 
E. TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian dengan tema perjanjian perkawinan pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Tujuan 
tinjauan pustaka ini ialah untuk dijadikan referensi untuk peneliti. Beberapa 
referensi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari “Implikasi Dan 
Implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII 
Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin” 
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan penerapan putusan 
mahkamah konstitusi terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat 
sepanjang pernikahan di Kerasidenan Madiun7. Sedangkan penelitian 
iniakan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pelaksanaan 
perjanjian perkawinan pada instansi terkait pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kota Tegal 
2. Mambaul Ngadhimah, Lia Noviana, dan Ika Rusdiana, “Formulasi 
Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015”. 
Jurnal IAIN Ponorogo, Kodifikasia, Volume 11 No. 1 Tahun 2017.  
Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Perkawinan Pasca 
                                                             






Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang meninjau dari Hukum 
Islam.8 Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai 
bagaimana akibat hukum terhadap undang - undang yang berlaku 
mengenai perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah dikeluarkannya 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang 
perjanjian perkawinan.  
3. Uswatun Hasana, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan 
(Prenuptial Agreement) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
69/PUU-XIII/2015” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar 2017. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan 
hukum  jika suatu saat terjadi kerugian terhadap diadakannya perjanjian 
perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan bagi pihak ketiga.9 
Sedangkan penelitian ini membahas mengenai perjanjian perkawinan 
sebelum dan sesudah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 





                                                             
8 Mambaul Ngadhimh, et al., Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 
69/PUU-XIII/2015, Jurnal IAIN Ponorogo : Agustus 2017 
9 Uswatun Hasana, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan (Prenuptial 
Agreement) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” Skripsi Fakultas 







F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris. 
Metode penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan 
gabungan dari metode hukum normatif dan menambahkan berbagai 
unsur empiris. Metode ini mengenai penerapan kekuatan hukum 
normatif (undang–undang) dalam tindakannya pada setiap peristiwa 
hukum tertentu yang terjadi di masyarakat10 karena yang akan dikaji 
merupakan penerapan keputusan mahkamah konstitusi terhadap UUP 
ditinjau dari pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan dalam 
masyakarakat dan pejabat umum yang melaksanakan. 
2. Pendekatan penelitian  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
normatif-empiris. Metode ini mengenai penerapan kekuatan hukum 
normatif (undang–undang) dalam tindakannya pada setiap peristiwa 
hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang akan 
dilakukan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan 
dan-regulasi yang ada kaitannya dengan yang akan peneliti teliti11 yaitu 
mengenai pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah 
                                                             
10 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum : Langkah – Langkah Untuk 
Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, cet. 1, Agustus 2018, Jakarta: Refika Aditama, hlm.93 
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, cet. ke-14, Mei 2019, Jakarta, 






keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan pembuatan 
perjanjian perkawinan. 
3. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder.  
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 
peneliti dari narasumber di lapangan12. Data primer yang dicari 
dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum mengenai 
perjanjian perkawinan pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Tegal 
dan KUA Tegal Timur serta Notaris dalam perjanjian pembuatan 
perjanjian perkawinan berdasar data dari Dinas Pencatatan Sipil 
Kota Tegal dan KUA Tegal Timur dan Notaris. 
b. Data sekunder adalah data penunjang dari data primer. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau 
telah di sediakan oleh pihak lain. Data sekunder diartikan sebagai 
informasi yang sudah tersedia.  
Dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi :13 
(1) Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 
kekuatan hukum mengikat meliputi: 
a) Undang–Undang Dasar 1945 
                                                             
12 Elisabeth, Op Cit hlm 63 






b) KUH Perdata, 
c) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 
Tentang Perjanjian Perkawinan,  
e) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
(2) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 
mendukung keberadaan bahan hukum primer. Bahan hukum 
sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang meliputi 
buku–buku, teks, jurnal–jurnal hukum, makalah dan penelitian 
terdahulu terkait dengan perjanjian perkawinan. 
(3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung 
keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
antara lain kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.  
4. Metode Pengumpulan data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
melalui data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 
primer diperoleh dengan cara wawancara dan melakukan observasi 
langsung di lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Sedangkan teknik 






kepustakaan dan mempelajari literatur, koleksi buku, dan jurnal 
penelitian terdahulu yang membahas mengenai perjanjian perkawinan.  
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 
mendeskripsikan gambaran, situasi dan hal-hal sedetail mungkin 
berdasarkan fakta yang ada.14 Analisis data dalam penelitian kualitatif 
adalah untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena dan 
bertujuan untuk mencari kebenaran berdasar pada data yang diperoleh 
upaya-yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan 
apa yang-penting dan apa yang dipelajari dan sehingga dapat ditemukan 
tema yang disajikan dalam bentuk deskripsi.15 
 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi beberapa hal, sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah 
yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
dibuatnya tulisan ini, dalam hal ini juga terdapat pokok permasalahan, tujuan 
penelitian dan sistematika penulisan. 
                                                             
14 Gamal Thabroni, Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam, 11 
Februari 2021. https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/, Diakses pada tanggal 29 Maret 2021 






Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang gambaran 
umum tentang undang – undang perkawinan, tinjaun umum tentang 
perkawinan, perjanjian pekawinan, perikatan dan teori – teori hukum yang 
berlaku pada pembuatan perjanjian perkawinan 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas 
permasalahan-yang diangkat dalam penelitian ini yaitu akibat hukumputusan 
mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian 
perkawinan baik sebelum maupun sesudah putusan dan pelaksanaandi 
dalamnya dalam pembuatan perjanjian perkawinanpasca keluarnya putusan 
Mahkamah Konstitusi di Kota Tegal. 
Bab IV Penutup. Bab ini menyajikan simpulan yang merupakan 
jawaban dan penegasan dari permasalahan yang dingkat, dan ditutup dengan 










A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan adalah sebuah perikatan lahir batin yang terjadi 
pada seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri yang 
mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal 
atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa16. Perikatan tidak mungkin 
iterlepas idari iagama iyang idianut ioleh ipasangan isuami istri. 
iDisebutkan juga mengenai perkawinan pada pasal 2 KHI menjelaskan 
bahwa menurut hukum islam perkawinan ialah pernikahan, yaitu 
mitssaqanighalidzan dengan tujuan taat terhadap perintah Allah idan 
menjalankannya merupakan iibadah. Berbeda dengan UUP, idi dalam 
KUHPerdata itidak imemberi ipemahaman tentang perkawinan, 
melainkan hanya mengatur pembatasan sebagaimana dijelaskan di 
dalam ipasal i26 KUHPerdata iyaitu perkawinan dalam ipandangan 
undang–undang ihanya imengenai hubungan perdata. iKesimpulan 
idari pasal tersebut imenjelaskan bahwa idi KUHPerdata menganggap 
perkawinan hanya sebagai perjanjian perdata.17 
                                                             
16 Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.  Menurut 
rumusan pasal tersebut, bahwa ikatan suami istri harus berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
dan perkawinan merupakan perikatan yang suci. 
17 Uswatun Hasana, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan (Prenuptial 
Agreement) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Skripsi fakultas 





Perkawinan menurut perintah agama bertujuan untuk 
diperolehnya iketurunan iyang idiangap isah idi idalam imasyarakat 
melalui iikatan irumah itangga, idengan tujuan untuk membentuk 
keluarga iyang ibahagia idan imewujudkan ikehidupan irumah itangga 
yang sakinah, mawadah, warahmah idan imenyempurnakan 
agama.iiBagi iumat imuslim, iperkawinan iadalah iajaran di dalam 
agama iyang wajib dipatuhi idan idilaksanakan isesuai idengan ajaran 
dalam iagama iislam idan itidak iada iketentuan iatau inorma dalam 
UUP iyang dianggap bertentangan idengan ihukum iislam. Sedangkan 
di idalam iKUHPerdata tidak diatur ipada ipasal berapapun tentang 
tujuan iperkawinan.18 
 
2. Peraturan Pencatatan Perkawinan 
Perkawinan imengakibatkan itimbulnya iperikatan ilahir ibatin 
ibagi ikeluarga idan ijuga imengenai iharta ikekayaan iyang imereka 
iperoleh ibaik isebelum iataupun isepanjang iperkawinan. iMenurut 
iUUP, iperkawinan itidak ihanya isekedar iperbuatan iperdata, itapi 
ijuga imengenai ikeagamaan dikarenakan isah ataupun itidaknya 
iperkawinan isepenuhnya bergantung ipada masing–masing iagama 
idan ikepercayaan iyang idianutnya.19 
                                                             
18 iAnwar Rachman, Op Cit, hlm 7 





Adanya iakibat ihukum iyang imuncul ibagi ipihak isuami iistri 
idalam iperkawinan, iantara ilain syarat–syarat peresmian, 
ipelaksanaan, ipencatatan, iserta ihubungan ihukum iantara isuami iistri 
iyaitu imengenai iterbentuknya iharta ikekayaan iyang ibersatu ipada 
isaat iperkawinan, ikedudukan idan istatus ianak iyang isah, iserta 
idalam ihubungan waris.20. iTimbulnya iakibat ihukum itersebut ihanya 
idapat idiperoleh ibila iperkawinan dilaksanakan secara sah, iyaitu 
isebagaimana memenuhi iketentuan ipada ipasali2 ayat (1) dan iayat (2) 
UUP yang imenjelaskan ibahwa isahnya iperkawinan iapabila 
idilaksanakan berdasarkan ipada ihukum idalam iagama idan 
ikepercayaan iyang idianut idan ipencatatan ipada isetiap iperkawinan 
iberdasarkan ipada iperaturan iundang-undang iyang iberaku. 
Peraturan itersebut imenunjukan iadanya iketentuan itegas 
iyang iharus dipatuhi ioleh ipasangan iyang iakan imenikah, isehingga 
idengan terpenuhinya iketenuan itersebut imaka iperkawinan iakan 
imemperoleh ipengakuan idari inegara idan imempunyai ikekuatan 
ihukum iyang sah. iPeraturan iperkawinan itidak ihanya idiatur idalam 
iUUP saja itetapi ijuga idiatur idalam iKHI. iDiatur ijugaidalam ipasal 
i5iayat (1) KHI yang menjelaskan ibahwa idemi iterjaminnya 
iketertiban ibagi imasyarakat iislam isetiap perkawinan iwajib idicatat. 
                                                             
20 Sonny Dewi Judiasih, et al, Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah 





Peraturan ihukum imengenai ipekawinan iberlaku isama 
iterhadap isemua iwarga inegara. iMaka idari iitu, isetiap iorang iharus 
ipatuh iterhadap ihukum iyang iberlaku idi inegaranya, itermasuk 
iterhadap iUUP iyang idijadikan ipedoman iuntuk iterciptanya 
ikepastian ihukum, ibaik idari isudut keluarga, iharta ibenda, imaupun 
iakibat ihukum idari isuatu iperkawinan. iJadi, ipencatatan iperkawinan 
ibukan ihanya imenentukan isah iatau itidaknya isuatu iperkawinan 
imelainkan ijuga imempunyai isifat iadministratif iyang imembuktikan 
ibahwa isuatu iperistiwa iperkawinan tersebut itelah iterjadi. 
Perkawinan iyang itidak idicatatkan idan itidak imempunyai akta inikah 
ioleh inegara idianggap itidak iada idan itidak iakan imendapatkan 
ikepastian ihukum iHal iini itentu iberdampak iterhadap iakibat ihukum 
iyang timbul, iyang imengakibatkan ipara ipihak itidak imendapatkan 
perlindungan ihukum.21 
 
3. Keabsahan Perkawinan 
Keabsahan iperkawinan imenurut iUUP iberdasarkan ipada 
iagama idan ikepercayaan imasing–masing yang dianut oleh ipasangan, 
sehingga semenjak berlakunya UUP pelaksanaan iperkawinan imenurut 
iagama ibersifat imenentukan itentang iapakah iperkawinan itersebut 
isah iatau itidaknya. iNamun idalam irealitanya, isampai isaat iini 
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ibanyak iorang iyang itidak imencatatkan ipernikahannya ibaik idi 
iKantor Urusan Agama (KUA) imaupun ikantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan sipil i(selanjutnya idisebut Dukcapil). iTindakan iini 
ijelas bertentangan idengan iperaturan idalam iUUP. i 
Sebenarnya ijika idilihat idalam ihukum iislam, ipernikahan 
iyang itidak idicatatkan itidak imengganggu ikeabsahan idalam isuatu 
ipernikahan ikarena ihal iini ihanya isekedar imengenai iaspek 
iadministratifnya isaja. iNamun, ijika isuatu ipernikahan itidak idicatat 
imaka isuami iistri itersebut itidak imemiliki ibukti iyang iotentik 
ibahwa imereka itelah imelaksanakan ipernikahan iyang isah. iHal iini 
iberakibat ipernikahan itersebut itidak iterakui ioleh ipemerintah. 
iSehingga ipada iakhirnya ipernikahan itersebut itidak imempunyai 
ikekuatan ihukum dan ipernikahannya itidak iterlindung ioleh ihukum 
idan idianggap itidak isah.22 
 
4. Syarat Sah Perkawinan 
Sebagai isuatu iperbuatan idalam ihukum, iperkawinan ijuga 
imempunyai isyarat iyang itentu imempengaruhi isah iatau itidaknya 
isuatu iperkawinan. iJika iperkawinan idinyatakaan itidak isah ioleh 
ihukum, imaka iakibat ihukum iyang iakan iterjadi isalah isatunya 
iadalah ipada ianak iyang iterlahir idari perkawinan idimata ihukum 
                                                             
22 Nindiasanda Frengky Putri, Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada 
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Artikel Ilmiah Fakultas 





idianggap ianak iyang itidak isah23. Syarat perkawinan dikatakan sah 
dan terpenuhi apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama yang 
dianut dan dicatat menurut peraturan undang-undangan. iSyarat-syarat 
iperkawinan idiatur ipada ipasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP. Pasal 
i6 sampai dengan pasal 11 memuat imengenai isyarat perkawinan yang 
ibersifat materiil, isedangkanipada pasal 12 mengatur imengenai isyarat 
iperkawinan yang bersifat formil yaitu :24 
1. Perkawinan harus berdasar atas persetujuan dari ikedua pasangan; 
(Pasal 6 UUP) 
2. Perkawinan  dilarangiantara idua orang iyang: i(Pasali8 UUP) 
a. Mempunyai hubungan darah ataupun garis keturunan baik 
lurus keatas maupun lurus kebawah.  
b. Mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan 
kesamping yaitu antar saudara, saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya. 
c. Berhubungan semenda (pertalian yang terjadi karena 
perkawinan), yaitu anak tiri, mertua, menantu dan ibu/bapak 
tiri/periparan. 
d. Saudara sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi/paman susuan. 
                                                             
23 iUswatun Hasana, Op,cit, hlm 16 
24 iPkbh Fakultas Hukum UAD, Syarat-Syarat Perkawinan, 9 Januari 2013, 





e. Mempunyai hubungan saudara dengan istri/suami seperi bibi 
atau keponakan dari istri/suami  
f. Mempunyai hubungan yang diatur oleh agama atau peraturan 
lainnya yang berlaku, dilarang untuk menikah. 
3. Seseorang iyang imasih idalam iikatan iperkawinan idengan iorang 
ilain itidak iboleh imenikah ilagi, ikecuali i:25 i(Pasal i9 iUUP) 
1) Mendapat izin dari Pengadilan. iSeorang isuami dapat 
imempunyai istri lebih dari isatu apabila telah mendapat 
ipersetujuan ioleh ipihak iistri imaka ipengadilan baru idapat 
imemberi iizin i(Pasal 3 ayat (2) UUP) 
2) Dengan alasan bahwa istri itidak imenjalankan ikewajibannya 
idengan ibaik, tidak idapat imelahirkan iketurunan idan 
imendapat icatat ibadan iatau iada ipenyakit iyang itidak ibisa 
idisembuhkan ipada ibadannya i(pasal 4 ayat (2) UUP) i 
4. Pasangan isuami iistri iyang itelah iberpisahilalu imenikah idengan 
orang ilain ikemudian ibercerai ilagi ipada ipernikahan iyang kedua. 
iMaka isuami iistri itersebut ibaru iboleh imenikah ilagi. (Pasal 10 
UUP) 
5. Bagi iseorang iwanita iyang iperkawinannya iputus,jika iingin 
menikah ilagi imaka iharus imenunggu ibeberapa isaat iatasiwaktu 
yang itelah iditentukan. i(Pasal 11 UUP). iDalam pasal 39 Peraturan 
                                                             






Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 waktu tunggunya adalah sebagai 
berikut: 
a. Apabila ipernikahan iputus idikarenakan ikematian, imaka 
waktu itunggunya iyaitu i130 ihari iterhitung sejak 
meninggalnya isi isuami. i 
b. Jika ipernikahan iputus idikarenakan iperceraian imaka iwaktu 
tunggunya ibagi iyang isedang ihaid iialah i3 ikali isuci idan 
minimal i90 ihari, iyang iterhitung isejak idijatuhkannya 
putusan ipengadilan iyang iberkekuatan ihukum tetap. 
c. Apabila ipernikahan iputus idisaat isedang imengandung, 
waktu itunggunya iditetapkan isampai ipersalinan. 
d. Bagi iperempuan iyang iperkawinannya iputus ikarena 
terjadinya iperceraian, inamun iperempuan iterssebut idan 
mantan isuaminya ibelum imelakukan ihubungan iintim, maka 
tidak iditentukan imegenai iwaktu itunggu iuntuk imenikah 
lagi. i 
6. Namun, telah terjadi perubahan ketentuan pada pasal 7 UUP yang 
menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 
Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019) 
yaitu mengenai usia yang diizinkan untuk melaksanakan 
pernikahan yaitu minimal telah mencpai usia 19 tahun bagi 
keduanya. Perubahan tersebut dikarenakan untuk mencegah 





Berdasarkan ipasal 12 UUP yang diwujudkan kedalam Pasal 3 sampai 
dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai 
syarat perkawinan secara iformal idapat idiuraikan isecara isingkat sebagai 
berikut: 
1. Setiap orang yang bermaksud untuk menikah, wajib menginformasikan 
kepada petugas pencatat pernikahan dimana pernikahan itu akan 
dilaksanakan setidaknya sepuluh hari sebelum pernikahan 
dilangsungkan. Calon pengantin atau orangtua atau perwakilannya dapat 
memberitahukan secara lisan atau tertulis. Pemberitahuan tersebut 
antara lain meliputi : nama, usia, keyakinan agama yang dianut, dan 
tempat tinggal calon pengantin (pasal 3-5) 
2. Setelah menerima persyaratan, pegawai pencatat pernikahan akan 
memeriksa apakah persyaratan tersebut memenuhi persyaratan atau 
tidak. Hasilnya ditulis di dalam daftar khusus hal tersebut (Pasal 6-7). 
3. Jika semua persyarata sudah terpenuhi, maka pegawai pencatat 
pernikahan mengeluarkan pemberitahuan yang ditandatangani olehnya, 
yang isinya meliputi : 
1. Nama, umur, agama, dan pekerjaan calon pengantin. 
2. Hari, tanggal, jam dan tempat pernikahan akan dilaksanakan 
(pasal 8-9) 
4. Kemudian ipernikahan idilakukan isetelah ihari ikesepuluh isetelah 
pendaftaran, iyang idilakukan isesuai idengan iagama idan ikeyakinan 





akta iperkawinan idihadapan ipanitera ipernikahan idan idua iorang 
saksi, isehingga ipernikahan itersebut itelah itercatat isecara iresmi. 
Akta iperkawinan iharus idibuat idalam idua irangkap, isatu idiberikan 
kepada ipegawai ipencatat iperkawinan i dan iyang ilainnya idiberikan 
kepada ipanitera ipengadilan iuntuk idisimpan. iDan iuntuk ipengantin, 
diberikan imasing-masing iakta ipernikahan itersebut i(pasal i10-13). 
 
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Hak dan kewajiban suami istri imuncul isejak imereka iterikat 
idala isuatu iperikatan iyang isah imelalui iakad iatau iijab iqabul. 
iKeduanya imemiliki itanggung ijawab imasing–masing idalam 
imemenuhi ihak idan ikewajibannya. iHak idan ikewajibannya 
imeliputi ihak idan ikewajiban imateriil idan inon imateriil. iJika 
idilihat idari isegi ihak idan ikewajiban imateriil iberkaitan idengan 
iterpenuhinya ikebutuhan ilahiriah, imisalnya iseorang isuami iwajib 
imenyediakan ipakaian, imakanan, itempat itinggal, ikesehatan idan 
ipendidikan ibagi iistri idan ianak-anaknya. iImateril iberhubungan 
idengan ipemenuhan ikebutuhan ibatiniah.26 iHak dan kewajiban 
isuami istri diatur dalam bab V pasal 30 sampai pasal 34 UUP.  
                                                             






1. Pasal 30 menjelaskan ibahwa isuami iistri idalam imengemban 
tugasnya iuntuk imenegakan irumah itangga iharus idilakukan 
bersama. 
2. Pasal 31 menyatakan ihak idan ikedudukan isuami iistri iseimbang 
dalam kehidupan ikeluarga imaupun imasyarakat, idan ikeduanya 
memiliki ihak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3. Pasal 32 menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat 
tinggal tetap 
4. Perihal idalam ikewajiban isuami iistri idijelaskan idalam pasal 33 
yaitu isuami idan iistri iberkewajiban iuntuk isaling mencintai, 
saling imenghormati, isetia idan isaling imembantu baik isecara 
lahir imaupun ibatin. i 
5. Kemudian idijelaskan ipula ipada ipasal i34 iyang imenyatakan 
suami iberkewajiban imelindungi iistri idan imemenuhi isemua 
kebutuhan ihidup ikeluarganya isesuai idengan ikemapuannya dan 
istri iberkewajiban imengurus ipekerjaan irumah itangga dengan 
baik. iApabila salah satu pihak lalai iakan ikewajibannya, maka 
salah satunya dapat mengajukan gugatan ipada ipengadilan 
terhadap ikelalaianya. 
 
6. Harta iBenda iDalam iPerkawinan 
Dalam isuatu iperkawinan ipermasalahan iharta imerupakan 





iSalah isatunya dalam imenenukan iapakah isuatu iharta itermasuk 
iharta ibawaan iatau ibukan. iKarena ijika iharta itermasuk iharta 
ibawaan, imaka isepenuhnya imerupakan ihak ipribadi idan itidak 
idapat idibagi ijika iterjadi iperceraian itetapi ilain ihalnya idengan 
iharta ibersama iyang imerupakan ihak isuami dan istri bersama-sama. 
iAda beberapa ihal iyang idapat idijadikannya ipedoman idalam 
imenentukan iapakah iharta itersebut itermasuk iharta ibawaan iatau 
iharta ibersama iyaitu i:27 
(a) Harta iBawaan 
Harta ibawaan imengacu ipada iharta iyang idimiliki ioleh 
isetiap isuami iistri isebelum imenikah. iHarta ibawaan 
isebagaimana idijelaskan ipada ipasal 35 ayat (2) iyaitu i“harta 
ibawaan suami istri baik yang diperolehnya sebagai hadiah atau 
iwarisan, dibawah kekuasaan dan dikelola oleh masing–masing 
ipihak sepanjang mereka tidak menentukan lain.” Yang itermasuk 
idalam iHarta ibawaan iyaitu : Penghasilan idan ihadiah iyang 
idiperoleh isebelum imenikah, iharta iyang idiperolehnya 
imelalui ihibah, iharta iyang idiperolehnya idari iwasiat, iharta 
iyang idipeolehnya idari iwarisan. iMenurut iUUP iharta ibawaan 
iberada idibawah ikekuasaan ipihak isuami imaupun iistri. 
iMasing – masing ipihak imemiliki ihak ipenuh iuntuk 
                                                             










(b) Harta iBersama 
Harta bersama adalah iharta yang diperoleh sepanjang 
iperkawinan iyang imenimbulkan ibersatunya iharta ibaik ioleh 
isuami maupun iistri. iPengaturaan mengenai harta bersama 
idiatur dalam pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) UUP iyang 
imenjelaskan ibahwa iHarta iyang idiperoleh isepanjang 
iperkawinan, imenjadi iharta ibersama idan iuntuk imelakukan 
itindakan iterhadap ihartanya itersebut iharus iatas ipersetujuan 
ibersama. iJika iperkawinan iputus ikarena ipercraian, imaka 
iharta ibersama iyang idiperoleh ipada idasarnya iakan idibagi 
imenjadi idua ikepada ikedua ibelah ipihak i(suami iistri) iterkait, 
itetapi ijika iperkawinan iberakhir idikarenakan ikematian imaka 
iharta ibersama itersebut iakan idikelola ioleh ipihak iyang imasih 
ihidup. 
 
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN 





Perjanjian perkawinan iatau iPrenuptial Agreement merupakan 
perjanjian iyang idibuat ioleh icalon isuami iistri iyang iakan imenikah 
terhadap ikedudukan iharta imereka isetelah idilangsungkannya 
perkawinan. iCalon ipasangan isuami iistri idapat imembuat perjanjian 
perkawinan iasalkan itidak imelanggar ihukum, iperaturan perundang-
undangan, iagama, idan imoral.28 iPerjanjian iperkawinan idiatur dalam 
ibeberapa iperaturan idiataranya iadalah idalam UUP, KHI maupun 
KUHPerdata. iDi idalam iUUP imembahas iperjanjian perkawinan 
ipada pasal 29 yaitu : iPerjanjian Perkawinan dapat dibuat pada isaat 
imaupun isebelum idilaksanakannya iperkawinan, iatas kesepakatan 
ibersama ikedua ipihak idapat imembuat iperjanjian secara itertulis idan 
idisahkan ioleh ipegawai ipencatat iperkawinan yang iisinya ijuga 
iberlaku iterhadap ipihak iketiga. 
Menurut iDjaja iS. iMeilala idalam ibukunya iyang iberjudul 
“Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum 
Keluarga”, idalam iketentuan iisi idari ipasal i29 iUUP itidak 
menyebutkan idengan ijelas iaturan imengenai ibatasan idalam 
permbuatan iperjanjian iperkawinan, isehingga idikatakan idalam UUP 
itidak ibanyak imenjelaskan imengenai imaksud idari iperjanjian 
perkawinan.29 iNamun idalam ipraktiknya, iperjanjian iperkawinan 
biasanya iberisi ikesepakatan isebagai iberikut i:30 
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(1) Harta ipribadi iyang idibawa idalam iperkawinan, itetap imenjadi 
harta ipribadi. 
(2) Terhadap ihutang iyang idibawa ioleh imasing-masing ipihak ibaik 
suami maupun iistri idi idalam iperkawinannya, imaka ihutang 
tersebut tetap imenjadi itanggung jawab imasing-masing ipihak. 
(3) Harta ibergerak iataupun iyang itidak ibergerak iyang imerupakan 
harta pribadi iyang idimiliki ioleh iistri, iia idapat imengurus sendiri 
hartanya dan ijuga ibisa imenikmati ipendapatan dari pekerjaannya 
maupun sumber ilain. 
(4) Istri imemiliki ihak iuntuk imengelola ikekayaannya isendiri 
sehingga tidak imembutuhkan bantuan iatau ipenyerahan kekuasaan 
oleh isuami. 
Perjanjian iperkawinan iyang idiatur idalam ipasal 29 UUP 
imempunyai imakna iyang ilebih iluas idaripada KUHPerdata, ikarena 
iisinya ibukan ihanya imengenai iharta ikekayaan isaja, itetapi ijuga 
imengenai iperlindungan iterhadap ikekerasan idalam irumah itangga. 
iUUP imenyatakan ibahwa isyarat iperjanjian iperkawinan itidak iharus 
idilakukan idengan isuatu ibentuk itertentu itapi icukup idalam ibentuk 
itertulis, ijadi ipembuatan iperjanjian iperkawinan idibuat isecara 
idibawah itangan imaupun idalam ibentuuk iakta otentik. iMeskipun 





idicatatkan, iperjanjian iperkawinan iharus itetap idi icatatkan idan 
idisahkan ioleh ipetugas ipencatat iperkawinan.31 
Perbedaan iperjanjian iperkawinan iyang idiatur idalam iUUP 
idan iKUHPerdata iyaitu idalam iKUHPerdata imembatasi imengenai 
iketentuan iisi iperjanjian iperkawinan ihanya ipada iUUP itidak ihanya 
imengatur imengenai iharta ibenda isaja, inamun ijuga imengatur ihal 
ilain iyang iperlu idiperjanjikan iasal itidak ibertentangan idengn 
ikaidah iagama, ikesusilaan, imoral, idan iaturan iadat iistiadat.32 
Pembuatan perjanjian iperkawinan ijuga idiatur idalam ipasal 45 
KHI iyang imenentukan ibahwa iperjanjian iperkawinan idapat 
diadakan ioleh icalon isuami istri idalam ibentuk itaklik-talak idan 
perjanjian ilain iyang itidak ibertentangan idengan ihukum iislam. 
Dalam ipasal i46 iKHI ijuga imenyebutkan imengenai i“perjanjian 
perkawinan dalam bentuk taklik talak maka disyaratkan bahwa hal itu 
tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan apabila keadaan 
yang diisyaratkan dalam taklik talak benar – benar terjadi dikemudian 
hari, tidak dengan sendirinya jatuh talak.” iTalak ihanya iakan 
dijatuhkan iapabila iistri imengajukan ipersoalannya ike iPengadilan 
Agama. I 
Taklik italak iadalah ipenjatuhan italak ioleh isuami iyang 
ididasarkan ipada suatu isifat itertentu,yang ijika isuatu isaat isifat 
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itertentu iitu iterjadi imaka italak isuami idapat idijatuhkan. iMenurut 
ipasal 1 huruf (e) idalam iKHI iadalah i“perjanjian yang terucap oleh 
mempelai laki–laki yang terjadi setelah akad nikah yang tercantum pada 
akta nikah yang berupa kesepakatan terjadinya talak yang didasarkan 
pada kejadian-tertentu yang suatu saat di masa depan mungkin akan 
terjadi”. iPada idasarnya, iperjanjian itaklik italak ibukalah isuatu 
perjanjian iyang iharus ididakan iuntuk isetiap iperkawinan, itetapi ijika 
suatu itaklik italak itelah imencapai ikesepakatan imaka itidak idapt 
dicabut iatau idibatalkan33 iSelanjutnya idiatur ipula idalam ipasal i47 
KHI imenjelaskan ipada iwaktu iatau isebelum idilangsungkannya 
perkawinan, idimana icalon isuami iistri iberdasarkan iatas ipersetujuan 
kedua ibelah ipihak ibisa imembuat isuatu iperjanjian idalam ibentuk 
tertulis iyang iselanjutnya idisahkan ioleh ipencatat iperkawinan 
Pembuatan iperjanjian iperkawinan idi idalam iUUP, 
imensyaratkan iharus idalam ibentuk itertulis. iDengan idemikian 
iperjanjian iperkawinan idibuat isecara idibawah itangan iataupun 
iberbentuk iakta iotentik idan idi isahkan ioleh ipejabat ipencatat 
iperkawinan. iPerjanjian iperkawinan iharus idibuat isecara tertulis 
idikarenakan ihal itersebut iakan imempermudah idalam proses 
ipembuktian. iPembuatan iperjanjian ipra-nikah imensyaratkan ibahwa 
ikedua icalon isuami idan iistri imempunyai ikedudukan iyang isetara, 
                                                             
33 Nur Mujib (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan), Ketika Suami Melanggar Taklik 
Talak, 4 Oktober 2018, diakses pada website Mahakamah Agung Republik Indonesia Pengadilan 






ikarena imereka ibisa isaling ibersepakat iuntuk imembuat iperjanjian 
idalam iposisi iyang isama. iMasing–masing idapat imenyetujui iuntuk 
imembuat iperjanjian itersebut idan imenjadikan iapa iyang 
idiperjanjikan isebagai ihal iyang imengikat ibagi ipara ipihak. 
 
2. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan 
Pembuatan iperjanjian ikawin isaat iini itengah ipopular idi idalam 
imasyarakat. iBanyak ipasangan iyang iakan imenikah imemutuskan iuntuk 
imembuat iperjanjian iperkawinan iyang ipastinya idengan itujuan iyang 
ijelas idan itentunya imemberi imanfaat iuntuk iperlindungan ikeluarga 
imereka idimasa idepan. iTujuan iini iyang inantinya iakan imenentukan 
ibagaimana iisi idalam iperjanjian iyang iperlu idicantumkan. iTujuan 
iutama idalam iperjanjian iperkawinan iyaitu iuntuk imengatur iakibat–
akibat iperkawinan-yang iakan iterjadi iterutama idalam ihal iharta 
ikekayaan. iBerikut iini itujuan idibuatnya iperjanjian iperkawinan iyaitu:34 
a. Memisahkan iharta ikekayan iagar itidak iterjadi ipercampuran iharta 
pada isuami iistri. iMaka idari iitu ibila isuatu isaat iterjadi iperceraian, 
maka itidak iakan iterjadi iperebutan iharta ikekayaan 
b. Mengenai ihutang iyang idibuat ioleh imasing–masing ipihak, imaka 
hutang itersebut imenjadi itanggung ijawab imasing–masing. 
                                                             





c. Apabila isalah isatu ipihak ibaik iitu isuami/istri iberkeinginan iuntuk 
mempergunakan ihartanya itersebut, imereka itidak iperlu imeminta 
izin idari ipasanganya. 
Selain itujuan itersebut, manfaat dibuatnyaiperjanjian perkawinan yaitu i:35 
1) Perjanjian iperkawinan imemberi imanfaat iperlindungan ihukum 
iterhadap iharta ibawaan idari ipasangan isuami iistri. iMaksudnya 
iadalah iperjanjian iperkawinan iberfungsi iuntuk imencegah idan 
imenyelesaikan iperselisihan idalam irumah itangga iyang iharus 
iberakhir idikarenakan iperceraian iataupun ikematian ikhususnya 
imengenai iharta ibersama. 
2) Perjanjian iperkawinan imempunyai ikegunaan iuntuk imemstikan 
iasset idan ikondisi ikeuangan ikeluarga iaman. iMaksudnya iadalah 
ijika isuatu isaat iterjadi ikebangkrutan idan iterjadi ipenyitaan 
iterhadap ikeseluruhan iasset iyang idimiliki ioleh ikeluarga, 
isetidaknya ikeadaan iekonomi ikeluarga imasih ibisa iterlindungi. 
3) Perjanjian iperkawinan imelindungi ihak idan ikeadilan ibagi ikaum 
iperempuan i(istri). iPerjanjian iperkawinan idapat idijadikan 
ipegangan iagar isuami itidak imenguasai isemua iharta ibersama idan 
iharta ikekayaan ipribadi iistri idan ijuga imemberi iperlindungan 
iuntuk iistri iterhadap iberbagai ikemungkinan iseperti iterjadi 
ikekerasan idalam irumah itanggap i(KDRT). I 
 
                                                             





3. Syarat iSahnya iPerjanjian iPerkawinan 
Syarat isahnya iperjanjian iperkawinan idapat idikaji iberdasar 
ihukum iperjanjian ipada iKUHPerdata. Syarat perjanjian perkawinan 
pada umumnya yaitu :36 
a) Syarat sah subjektif i(berdasar padaipasal 1320 KUHPerdata). 
Disebut syarat subjektif idikarenakan iberkaitan idengan isubjek 
perjanjian. iApabila isyarat isubjektif iini itidak iterpenuhi, maka 
kontrak idapat idibatalkan iatau idiminta iuntuk i idibatalkan oleh 
salah isatu ipihak. iApabila itidak iada ipembatalan, imaka 
perjanjian ikontrak iakan iberjalan isebagaimana imestinya. 
b) Adanya kesepakatan kehendak. iPersyaratan iini ibertujuan untuk 
membuat isuatu ikontrak imenjadi isah isecara ihukum, dan harus 
imempunyai ipendapat idan ikesepakatan iyang isama dari kedua 
ibelah ipihak imengenai ibagaimana iisi idari kontrak tersebut. 
iDalam ihukum, ikesepakatan ikehendak idapat dikatakan 
iadabila itidak iterjadi isalah isatu iunsur iberikut i: i 
(a) iDengan Paksaan;  
(b) Terjadi Penipuan dan i 
(c) iKesilapan. I 
Dalam pasal 1321 KUHPerdata imenetukan ibahwa iperihal kata 
sepakat itidak isah iapabila iterjadi ikehilafan, ipaksaan imaupun 
penipuan. 
                                                             





c) Kecakapan iMenurut iHukum. iMaksud idari isyarat iini iadalah 
pihak iyang iberkontrak iharuslah iorang iyang imenurut ihukum 
sudah memenuhi isyarat ikecakapan iuntuk imembuat perjanjian. 
Perihal itidak icakapnya iseseorang iuntuk melakukan perjanjian 
sebagaimana iyang idiatur idalam ipasal 1330 iKUHPerdata yaitu 
i: 
1. Orang yang idianggap ibelum idewasa; 
2. Mereka iyang imasih iberada idibawah ipengampuan; 
3. Wanita iyang ibersuami i(namun iketentuan iini idihapus 
ioleh iUUP, karena dalam ipasal 31 UUP imenyatakan 
isuami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara 
iuntuk melaksanakan tindakan hukum). 
(d) Syarat sah objektif berdasar pada ipasal 1320 KUHPerdata. 
Syarat iini idikarenakan iberkenaan idengan iobjek iperjanjian. 
Apabila isalah isatu isyarat iobjektif itidak iterpenuhi, imaka 
akibat iyang iakan itimbul iyaitu ikontrak idinyatakan ibatal demi 
hukum. 
(e) Objek/perihal itertentu. 
Suatu iperjnajian iharus iberkaitan idengan ihal itertentu, ijelas 
dan idibernarkan ioleh ihukum. iDiatur idalam ipasal 1332 
KUHPerdata iyang imenjelaskan ibahwa iyang ibisa imenjadi 
pokok isuatu iperjanjian ihanya ibarang-barang iyang idapat 
diperjualbelikan. i 
(f) Kausa yang dibolehkan/legal 
Maksudnya iadalah iuntuk imembuat isuatu iperjanjian iharus 





iOleh ikarena iitu, ihal–hal iyang idianggap ibertentangan 
idengan ihukum itidak iboleh idilakukan. 
 
4. Isi iPerjanjian iPerkawinan 
Menurut iPasal 139 KUHPerdata iyang imenyatakan ibahwa 
i“calon isuami iisteri idengan iperjanjian ikawin idapat imenyimpang 
idari iaturan ihukum itentang iharta ibersama, iselama idia itidak 
imelanggar ikebiasaan ibaik iatau iketertiban iumum, idan ijuga 
imematuhi iperaturan”. iPerjanjian iperkawinan isebagaimana yang 
idiatur dalam Pasal 119 – 198 KUHPerdata ipada idasarnya ihanya 
imengatur imengenai iharta ikekayaan iyang idiperoleh isebelum idan 
isepanjang iperkawinan. I 
Dalam iundang-undang ibentuk idari iperjanjian iperkawinan 
ihanya idiatur itiga ijenis, iyaitu:37 
a. Pemisahan harta secara sepenuhnya; 
Di iIndonesia, ibanyak iorang iyang imenikah itanpa 
imembuat iperjanjian iperkawinan idan idalam ipraktiknya 
iperjanjian iperkawinan iyang ibanyak idibuat iyaitu iseringnya 
itidak iadanya ipersatuan iharta ikedua ibelah ipihak iatau ibisa 
idisebut idengan ipemisahan iharta perkawinan secara 
isepenuhnya. iBerdasar ipada iperjanjian itersebut, imaka ikedua 
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ibelah ipihak itetap-menjadi ipemilik ipribadi idari iharta iyang 
imereka-bawa ikedalam iperkawinan idan idikarenakan itidak 
iadanya ipersatuan iharta ipekawinan imaka iharta iyang 
idiperoleh isepanjang iperkawinan iberlangsung ibaik ihasil 
iusaha isendiri imaupun ihasil iyang idigunakan idari iharta imilik 
ipribadi imereka, itetap imenjadi iharta imilik ipribadi imasing – 
masing pasangan. iOleh ikarena iitu idalam iperjanjian iini ihanya 
iada idua iharta idalam iperkawinan, iyaitu iharta ipribadi isuami 
idan iharta ipribadi iistri. 
b. Persatuan Hasil dan Pendapatan; 
Persatuan ihasil idan ipendapatan iketentuannya idiatur 
idalam isatu ipasal idalam iKUHPerdata iyaitu idalam iPasal i164 
iyang imenyebutkan, i“Di idalam iperjanjian ihanya iada 
ikesepakatan itentang igabungan ipendapatan iantara isuami idan 
iistri, iyang iberarti ibahwa itidak iada ikepemilikan ibersama 
isecara ikeseluruhan idan itidak iada igabungan ikeuntungan idan 
ikerugian isesuai idengan ihukum..” iMaksud idari ipasal itersebut 
iadalah iperjanjian iperkawinan iyang imereka ibuat ihanya 
imengatur imengenai ipersatuan ipengasilan idan ipendapatan 
iyang iartinya itidak iterjadi ipemisahan iharta isecara 
ikeseluruhan idan ijuga ibukan ipersatuan iuntung irugi.38 
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c. Persatuan iUntung idan iRugi 
Maksud idari ipernyataan iini iadalah ijika isuatu isaat 
idalam iperkawinan iberlangsung idiperolehnya ikeuntungan 
imaupun ikerugian, imaka ijika idalam iperkawinannya 
iditentukan imengenai ipersatuan iuntung irugi itentunya ihal 
iinitetap imenjadi ihak idan itanggung ijawab isuami idan iisteri. 
iJika isepanjang iperkawinan iterdapat ikeuntungan iyang 
idiperoleh, imaka ikeuntungannya itentu iharus idibagi idua 
iantara isuami iisteri. iBegitupula isebaliknya, ijika iterjadi 
ikerugian imaupun ipenuntutan iyang idilakukan ioleh ipihak 
iketiga, imaka ikerugian itersebut ijuga imenjadi itanggung ijawab 
ibersama.39 
Hal iini idisebutkan idalm ipasal i144 KUHPerdata i“tidak ada 
ipersatuan harta kekayaan bukan berarti tidak bersatunya untung rugi, 
ikecuali dengan tegas telah ditiadakan”. iMenurut ipada ipasal i144 
iKUHPerdata idengan imenghendaki itidak ibersatunya iharta 
ikekayaan iyang imana iagar iterjadi ipemisahan iharta iyang imereka 
iperoleh isepanjang iperkawinan, imaka idari iitu isuami iistri itersebut 
iharus imenyatakan ibahwa idengan itegas imereka itidak 
imenghendaki iterjadinya ipersatuan iuntung irugi. iDisebutkan ipula 
idi idalam ipasal 155 iKUHPerdata iyang iapabila idalam iperjaanjian 
iperkawinan ihanya imemperjanjikan ipersatuan iuntung idan irugi 






imaka ijika imereka ibercerai iharta ikekayaan imereka iharus idibagi 
imenjadi idua isebagaimana iseperti ikerugian -yang iharus itanggung 
iberdua isebagaimana idiatur ijuga idalam ipasal 156 yang 
imenyebutkan ibahwa ijika ipersatuan ikekayaan isuami iistri iberakhir 
imaka iperhitungannya idilakukan isecara adil.40 
Kesimpulan iyang idapat idiperoleh idari ihal itersebut idiatas 
iyaitu ibahwa ipada iumumnya idi idalam iperjanjian iperkawinan 
ihanya imengatur itentang iharta ikekayaan. iNamun, ijika imelihat 
ipada iprinsip iasas ikebebasan iberkontrak iyang idisebutkan idi dalam 
iPasal 1338 KUHPerdata, ijuga imenyebutkan imengenai iklausul 
itambahan iseperti imisalnya imengenai iharta ibaik isebelum idan 
isesudah iperkawinan iatau isetelah iputusnya iperkawinan, imerawat 
ianak, itanggung ijawab idalam iperkerjaan irumah itangga, ihubungan 
ikeluarga, iwarisan, ilarangan imelakukan ikekerasan idalam irumah 
itangga i(KDRT), ihak iuntuk ibekerja, ipembagian iperan. iOleh 
ikarena iitu, ipada iumumnya iperjanjian iperkawinan ihanya imengatur 
iharta ikekayaan, inamun ipara ipihak idapat imenetapkan ihal ilain 
idalam iklausul itambahan isesuai idengan iprinsip ikebebasan ikontrak, 
isepanjang iketentuan itersebut itidak ibertentangan idengan iperaturan 
iperundang-undangan.41 
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5. Batalnya iPerjanjian iPerkawinan 
Pembatalan iperjanjian itidak imungkin ikarena ijika imelihat 
ipada iaturan idalam idasar iperjanjian iterdapat ikesepakatan iantara 
idua ipihak iatau ilebih idalam iperjanjian itersebut. iNamun, 
iperjanjian itersebut idapat idibatalkan ikarena ialasan iberikut:42 
a) Telah berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian. iPada dasarnya 
dalam iperjanjian iselalu imengatur ijangka iwaktu itertentu iatau 
dapat idikatakan imempunyai ijangka iwaktu iyang iterbatas. 
Oleh ikarena iitu, iketika ijangka iwaktu iselesai imaka isecaar 
otomatis iperjanjian itersebut ibatal. 
b) Salah isatu ipihak imeyimpang idari iperjanjian. iJikasalah isatu 
pihak imelakukan itindakan ipenyimpangan idari iyang itelah 
disepakati, imaka ipihak ilainnya iyang imerasa idirugikan ibisa 
untuk imembatalkan iatau itidak imelanjutkan iperjanjian 
tersebut. 
 
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN 
1. Pengertian Perikatan 
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, 
yaitu antara kreditor dan debitur di bidang harta kekayaan, idimana 
pihak ipertama iberhak iatas isuatu prestasi i(objek hukum) idan pihak 
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yang lain imempunyai ikewajiban iuntuk imemenuhi prestasi. iHukum 
perikatan idiatur ididalam ibuku iIII iBW (KUHPerdata) iyang memuat 
ipermasalahan iyang iberkaitan idengan iperikatan. iDi dalam buku 
itersebut imengatur itentang ihubungan ihukum iantara isatu subjek 
ihukum idengan isubjek ihukum iyang ilain, iterutama hubungan 
ihukum iyang imenimbulkan ihak idan ikewajiban iyang dikarenakan 
terpenuhinya iperikatan iataupun iakibat itidak dipenuhinya 
iperikatan43. iNamun, idi idalam ibuku iIII KUHPerdata itidak 
imengatur isatu ipasal ipun iyang imenjelaskan imengenaiapa iyang 
isebenarnya iyang idimaksud idengan iperikatan.44 
Pasal i1233 iKUHPerdata i“setiap perikatan lahir baik karena 
ipersetujuan, imaupun ikarena iundang–undang”. iDisebutkan ipula 
idalam ipasal i1234 iKUHPerdata i“tiap–tiap perikatan adalah 
imemberikan isesuatu, atau iuntuk tidak berbuat sesuatu”. iDari 
ipengertian iperikatan itersebut iyaitu ibahwa ipihak iyang 
iberkewajiban iuntuk memenuhi iperikatan tersebut idisebut idebitor, 
ipihak iyang iberhak iatas ipemenuhan isuatu iperikatan idisebut i 
ikreditor. iDan iyang idimaksud iprestasi idalam iperikatan iyaitu 
iobjek iperikatan. iJika isuatu isaat itidak iterpenuhinya idan itidak 
imenepati iperikatan iyang itelah idibuat imaka iakan idianggap 
imelakukan iwanpretasi iatau icidera ijanji. iDan ijika isuatu isaat 
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idebitor imenganggap iperbuatannya iini iakan imerugikan idirinya, 
imaka iia ibisa imembatalkan iperikatan.45 
 
2. Unsur – Unsur Perikatan 
Dari pergertian diatas, iterdapat i4 (empat) unsur dalam perikatan:46 
(a) Hubungan Hukum 
Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara dua orang 
atau lebih subjek hukum. Hubungan hukum ini imemberikan hak 
kepada satu pihak dan memberikan ikewajiban ikepada pihak 
ilainnya. iJika isalah isatu ipihak igagal iuntuk imemenuhi 
kewajibannya, imaka idi dalam hukum imenegaskan iagar 
kewajiban itersebut iharus iterpenuhi. 
(b) Kekayaan i 
Penjelasanidari ikriteria ikekayaan idalam iperikatan iadalah 
untuk imenentukan ibesar ikecilnya isuatu ihubungan ihukum 
sehingga idapat disebutkan ihubungan ihukum itersebut idalam 
perikatan. iDahulu, ikriteria idalam ihubungan ihukum idapat 
dinilai idengan iuang. iNamun, ikriteria iini isusah iuntuk 
diterapkan idikarenakan idi idalam imasyarakat itidak isemua 
hubungan ihukum idapat idinilai idengan iuang. iBila ihal 
tersebut imasih idilaksanakan imaka irasa ikeadilan idianggap 
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tidak iterpenuhi. iMaka idari iitu, iunsur kekayaan dalam 
perikatan itidak idipergunakan ilagi. 
(c) Pihak – Pihak 
Di dasarkan ipada ipengertian perikatan iyang imenyebutkan 
bahwa ihubungan ihukum iharus iterjadi iantara idua orang atau 
lebih. iMereka iini iyang idisebut idengan subyek perikatan. 
(d) Prestasi i(Objek iHukum) 
Menurt iKUHPerdata imengenai iprestasi iyaitu idibedakan iatas 
membuat isesuatu, imemberikan isesuatu idan itidak iberbuat 
sesuatu. iObyek iperikatan iharus imemenuhi ibeberapa isyarat, 
yaitu:47 
1) Harus dapat ditentukan. iMaksudnya iadalah iseperti iyang 
disebut idalam ipasal i1320 iKUHPerdata imenyebutkan di 
dalam iperjanjian isalah isatu iunsur iterlaksananya 
perjanjanjian iyaitu iadalah isuatu iobyek itertentu, itapi 
harus imerupakan isesuatu iyang idapat iditentukan. Karena 
perikatan idengan iobyek iyang iditentukan, perikatan 
tersebut idianggap isah. i 
2) Obyeknya diperkenankan atau obyeknya harus halal. 
Sebagaiman idisebutkan ipada ipasal i1335 idan i1337 
KUHPerdata, iperikatan idalam iperjanjian itidak iakan 
terjadi ibila iobjek iyang idiperjanjikan idianggap 
                                                             





melanggar iketertiban iumum iatau imoralitaas iyang 
dilarang ioleh iUndang i– iUndang. i 
 
3. Macami– Macam Perikatan48 
a. Perikatan Sipil, iyaitu iapabila itidak iterpenuhinya isuatu 
iperjanjian imaka idi idalam iperikatan iini idapat idilakukan 
igugatan imisalnya idalam ikasusjual ibeli, ipinjam imeminjam, 
idan iperikatan ilainnya; 
b. Perikatan wajar, iyaitu iperikatan iyang itidak imempunyai ihak 
tagihan, inamun ijika isudah idibayar iatau isudah iterpenuhi tidak 
dapat idiminta ikembali; 
c. Perikatan yang bisa dibagi, iartinya iadalah iperikatan iyang 
berdasar ipada isifat iserta imaksudnnya ibisa idibagi iuntuk 
memenuhi ipretasinya; 
d. Perikatan yang itidak ibisa idibagi, iyang iartinya iadalah itak bisa 
terbagi idalam imelakukan iprestasinya; 
e. Perikatan Pokok, merupakan iperikatan iutama iyang independen 
dan itidak ibergantung ipada iperikatan ilainnya; 
f. Perikatan tambahan, imerupakan perikatan itambahan idari 
perikatan ipokok iserta ibisa iberdiri isendiri; 
g. Perikatan ikhusus, imerupakan iperikatan iyang isecara ispesifik 
menetapkan iberbagai imacam iobjeknya; 
                                                             





h. Perikatan generik, imerupakan perikatan iyang ihanya ditetapkan 
imenurut ijenisnya isaja; 
i. Perikatan sederhana, iadalah iperikatan iyang icuma iterdapat 
satu iprestasi iyang iwajib idipenuhi ioleh idebitur; 
j. Perikatan jamak, iialah iperikatan iyang ipemenuhanya ioleh 
debitur ilebih idari isatu. iBerbagai iprestasi iwajib idipenuhi 
hingga iterkadang idisebut ibersusun, itetapi ibila icuma isalah 
satu isaja iyang iwajib idipenuhi imaka idisebut iperikatan 
bolehipilih; 
k. Perikatan murni, iyaitu iperikatan iyang iprestasinya iharus 
segera idipenuhi. 
l. Perikatan ibersyarat, iyaitu iperikatan iyang idipenuhi ioleh debitur 
itergantung ipada ikondisi, iyaitu ikondisi iyang iakan atau pasti 
iakan iterjadi idi imasa iyang iakan idatang. i 
 
4. Sumber Hukum Perikatan 
Menurut ipasal i1233 iKUHPerdata iada idua imacam isumber 
ihukum iperikatan, iyakni iperjanjian, idan iUndang i– iUndang49 
(a) Hukum iPerikatan iYang iBersumber ipada iPerjanjian 
Menurut pasal 1313 KUHPerdata, iperjanjian imerupakan 
isuatu ipersetujuan iantara isatu iorang iatau ilebih iuntuk 
imengikatkan idirinya iterhadap iorang ilain iatau ilebih. 
                                                             





iMaksudnya iadalah idalam iperjanjian itelah iterjadi ipengikatan 
iantara isatu iorang idengan isatu iorang iatau ilebih iuntuk 
imencapai isebuah ipersetujuan itertentu. iTerdapat i4 i(empat) 
isyarat iperjanjian idikatakan isah iseperti iyang idiatur idalam 
ipasal i1320 iKUHPerdata: 
(1) Sepakat imereka iyang imengikatkan idirinya i(de itoestem-
ming van degenen die zich verbinden), imaksudnya iadalah 
para ipihak iyang iterlibat idi idalam iperjanjian iharus iatas 
dasar ikemauan iyang isukarela imengikatkan idirinya 
dalam isuatu iperjanjian. iPerjanjian ibisa ibatal iapabila 
tidak iterpenuhinya isyarat idalam ikesepakatan itersebut, 
misal idikarenakan ipaksaan, ikekhilafan, iatau ipenipuan; 
(2) Cakap dalam membuat suatu iperikatan i(de bekwaamheid 
om eene verbintenis aan te gaan), iartinya ikedua ibelah 
pihak iharus idianggap ioleh ihukum imampu ibertindak 
untuk idirinya isendiri isebagai iberumur idewasa i(21 
tahun), iberakal isehat idan itidak idilarang ioleh ihukum 
untuk imelakukan iperbuatan ihukum. iJika ipersyaratan 
kecakapan itersebut itidak iterpenuhi, iperjanjian idapat 
dibatalkan. 
(3) Suatu hal tertentu i(een bepaald onderwerp), imaksudnya 





ada ijenis idan ibentuknya. iApabila itidak iterpenuhinya 
syarat ikecakapan, imaka iperjanjian idapat idibatalkan. 
(4) Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene 
geoorloofde oorzaak), imaksudnya iadalah ijika isuatu 
perjanjian itidak iberalasan iyang ijelas imaka iperjanjian 
tidak iberkekuatan ihukum. iArti ilainnya i isuatu isebab 
yang ihalal iadalah idilarang ibertentangan idegan iundang–
undang, ikesusilaan idan ikepentingan iumum. iJika ihal 
tersebut ibertentangan imaka iperjanjian idapat idinyatakan 
batal idemi ihukum. i 
Dengan iterpenuhinya i4 isyarat itersebut, imaka iperjanjian 
itersebut isah idan imengikat isecara ihukum ibagi ikedua ibelah 
ipihak iyang imembuatnya50. iKesepakatan idan ikecakapan 
imerupakan isyarat isubjektif iyang ijika itidak iterpenuhi idalam 
iperjanjiannya, imaka iperjanjian itersebut idapat idinyatakan 
ibatal. iSelain iitu, iadanya ihal itertentu iatau isebab iyang ihalal 
imerupakan isyarat iobjektif iyang ibila itidak itercantum idalam 
isuatu iperjanjian, imaka iperjanjian idinyatakan ibatal idemi 
ihukum iyang iartinya idianggap itidak ipernah iada iperjanjian.51 
(b) Perikatan iyang Bersumber pada Undang–Undang i 
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Menurut iPasal 1352 KUHPerdata perikatan yang terjadi ikarena 
Undang–Undang iada i2 i(dua) imacam iyaitu i: 
1. Perikatan yang terjadi karena undang–undang saja. Karena 
keadaan yang dientukan oleh peraturan perundang–
undangan maka akan menimbulkan suatu interaksi 
perikatan seperti munculnya hak dan kewajiban antara 
kedua pihak.  
2. Perikatan yang terjadi karena undang–undang yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia yang termasuk-
perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang 
melanggar hukum. Maksud dari perbuatan menurut hukum 
yaitu tindakan manusia berdasarkan haknya seperti orang 
yang atas kehendaknya mau beurusan dengan orang lain 
maka munculah perikatan atas orang itu. Sedangkan 
tindakan yang melanggar hukum diatur di dalam pasal 1365 
KUHPerdata.  
Sesuai iperturan itersebut, ijika itindakan itersebut 
idilakukan isesuai idengan iundang–undang idan imemenuhi 
isyarat idi idalam ikehidupan imasyarakat imaka idapat idianggap 
ibaik isehingga itidak iperlu ikhawatir iperbuatan itersebut 
itergolong iillegal iatau imelanggar ihukum.52 
 
                                                             





5. Hapusnya Perikatan 
Suatu iperjanjian ipada iumumnya iakan iberakhir idan idengan 
iberakhirnya iperjanjian itersebut imaka ihapuslah ijuga iperikatannya. 
iDapat ikita ilihat ipada ipasal 1381 iyang imenyebutkan ihapusnya 
iperikatan ibisa iterjadi ikarena ipembayaran, iadanya ipembayaran 
itunai iyang idiikuti ioleh ipenyimpanan atau penitipan ibarang, 
ipembaruan iutang, ipencampuran iutang, ipembebasan iutang, 
ihapusnya ibarang iyang iterutang, ipembatalan iperjanjian iatau 
ikebatalan, iberlakunya isuatu isyarat ibatal, karena ilewatnya iwaktu. 
Pada pasal 1381 KUHPerdata imengatur iberbagai icara 
imengenai ipenghapusan iperikatan idan iperikatan iyang idibuat ioleh 
iundang–undang idan imetode iyang iditentukan ioleh ipembuat 
iundang–undang, ipara ipihak itidak idilarang imembuat imetode 
ipenghapusan ilain iyang imana imetode iini iditentukan idi idalam 
ipasal 1381 KUHPerdata itidak ibegitu ilengkap ikarena itidak 
imengatur itentang ihapusnya iperikatan ikarena imeninggalnya 
iseseorang idalam isuatu iperjanjian iyang iobyeknya idaappat 
idilakukan ioleh isaah isatu ipihak.53 
Namun, ijika ikita itelaah ilagi imengenai ihapusnya iperikatan 
iyang idiatur idiluar iUndang-Undang imaka iakan imenyebutkan 
ihapusnya iperikatan ikarena ihal-hal iberikut i: iseperti karena 
ilewatnya iketetapan iwaktu iyang itercantum idalam iperjanjian, 
                                                             





ihilang iatau isalah isatu ipihak iada iyang imeninggal, imeninggalnya 
iorang iyang imemberi iperintah, ikarena idinyatakan ipailit idalam 
iperjanjian imaatschap, idi idalam iisi iperjanjian itersebut imengaskan 
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A. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN 
SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XIII/2015 
1. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi 
iNomor 69/PUU-XIII/2015 
Aturan mengenai iPerjanjian iPerkawinan idiatur di idalam UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, imaupun KUHPerdata. 
Namun, perjanjian iperkawinan isebelum idijatuhkannya iputusan MK 
Nomor 69/PUU-XIII/2015 ipengaturannya idibahas idi idalam Pasal 29 
UUP iyang imenyatakan isebagai iberikut i:55 
(a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 
pihak calon suami dan calon istri atas persetujuan bersma dapat 
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan setelah isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. I 
Penjelasan idari iayat iini iadalah iperjanjian iperkawinan idapat 
dibuat hanya pada saat sebelum dan ipada isaat idilansungkannya 
perkawinan. iKarena iperaturan iini, iperjanjian iperkawinan 
disebut idengan iperjanjian ipra-nikah. iPegawai ipencatat 
                                                             





iperkawinan idalam -hal iini iadalah iKUA iuntuk ipencatatan- 
iperkawinan idalam iagama iislam idan iDinas iKependudukan 
idan iPencatatan iSipil i(selanjutnya idisebut iDukcapil) iuntuk 
iyang beragama inon imuslim. 
(b) Perjanjian tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama, dan kesusilaan. I 
Penjelasan idari iayat iini iadalah iperjanjian iperkawinan itidak-
boleh idisahkan ibila imelanggar ibatasan idalam iperaturan 
terutama isalah isatunya itidak imelanggar norma dan kesusilaan 
di idalam imasyarakat. 
(c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan. I 
Penjelasan idari iayat iini iadalah iperjanjian iperkawinan iyang 
dibuat baik sebelum imaupun ipada isaat iperkawinan, perjanjian 
itersebut imulai iberlaku isaat idilangsungkannya perkawinan. 
(d) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat 
diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan 
untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. I 
Penjelasan idari iayat iini iadalah iperjanjian iperkawinan iyang 
telah idibuat itidak idapat idiubah ikecuali ikedua ibelah ipihak 
setuju idan iisi imaupun iperubahannya idihapkan itidak 
merugikan ipihak iketiga ijika ipihak iketiga itersangkut. iPihak 





istri itersebut imelakukan ikesepakatan idengan ibank, imaka 
ketentuan idalam iperjanjian iperkawinan iyang imereka ibuat 
selain itidak imerugikan ikedua ibelah ipihak iyang idalam ihal 
ini iialah isuami iistri iyang ibersangkutan ijuga itidak iboleh 
merugikan ipihak ibank. i 
Hal iini idikembalikan ikepada ipara ipihak ijika iakan imembuat 
iperjanjian iperkawinan idengan itujuan iagar iharta iperkawinan itidak 
ibercampur imaka idiperbolehkan imembuat iperjanjian iperkawinan. 
iPerjanjian iperkawinan iyang dibuat isebelum iperkawinan 
idilangsungkan imenjelaskan ibahwa ikedudukan idari ikedua ibelah 
ipihak icalon isuami iistri iitu isama iatau idapat idikatakan isetara 
idikarenakan iposisi imereka iyang isama idalam imenyatakan 
ipersetujuannya imengenai ikesepakatan idalam iperjanjian 
iperkawinan iyang imereka-buat idan imenjadikan imengenai apa iyang 
idiperjanjikan merupakan ihal iyang mengikat ibagi ikeduanya56. i 
Pada idasarnya iberdasarkan ipada iisi iketentuan ipada ipasal i29 
iUUP itersebut imenyatakan iperjanjian iperkawinan ihanya idapat 
idibuat sebelum idan ipada isaat iterjadinya iperkawinan. iCalon 
imempelai idiperkenankan iuntuk imembuat iperjanjian iperkawinan 
ijika imemang idiperlukan idan idalam ibentuk itertulis, iyang 
ikemudian inantinya iperjanjian itersebut idisahkan ioleh ipegawai 
ipencatat iperkawinan ipada isaat idilangsungkanannya iperkawinan. 
                                                             





Bagan i1 i: 
Perjanjian iPerkawinan iSebelum iPutusan iMK 







Dari ibagan itersebut idapat idikatakan ibahwa iTuan iA idan 
iNona iA iakan imelangsungkan iakad ipernikahan ipada ipukul i11.00 
iWIB itanggal i21 iJuni i2021, isedangkan imereka itelah isepakat 
iuntuk idiadakannya iperjanjian iperkawinan ipada iperkawinan 
imereka. iSebelum idilaksanakannya iakad, ipada ipukul i09:00 iWIB 
idi itanggal iyang isama imereka ipergi ike iNotaris iuntuk 
imelaksanakan ipembuatan iperjanjian iperkawinan. iJadi imaksudnya 
idari ipenjelasan itersebut iadalah isebelum idijatuhkannya iputusan 
iMahkamah Konstitusi iNomor i69/PUU-XIII/2015 itentang iperjanjian 
iperkawinan, iyang idalam ihal -ini imasih idiatur idi idalam ipasal i29 
iUUP imenyatakan ibahwa ipembuatan iperjanjian iperkawinan idapat 
idilaksanakan ipada iwaktu isebelum imaupun isaat idilngsungkannya 






Tuan iA idan-Nona iA 
ipada ipukul i09:00 iWIB 
imembuat iPerjanjian 
iperkawinan ipada-Notaris 
Akad iNikah i 
Tuan iA idan iNona iA 





iA idan iNona iB imembuat iperjanjian ipernikahan ipada iwaktu 
isebelum idilangsungkannya iperkawinan. 
 
2. Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XIII/2015 
A) Dasar Gugatan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Dasar gugatan dikeluarkannya putusan MK tersebut yaitu 
atas dasar permohonan dari Ike Faridah yang mana dia adalah 
seorang WNI yang menikah dengan WNA atas pekawinan yang-
dicatatkan secara sah. Berdasarkan-pada salinan putusan MK 
Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pemohon 
merupakan seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia yang-
menikah-dengan pria yang- mempunyai kewarganegaraan Jepang 
atas dasar pernikahan yang sah dan dicatatkan pada tanggal 22 
Agustus 1995 di-KUA Kecamatan Makasar, Kota madya Jakarta 
Timur dengan Nomor 3948/VIII/1995 dan telah tercatat pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan-Sipil Provinsi DKI Jakarta 
dengan tanda bukti pelaporan perkawinan nomor 
36/KHS/I/1849/1995/1999 pada tanggal 24 Mei 2019. Mengenai 
perkawinannya tersebut pemohon tidak mempunyai perjanjian 
perkawinan, ia juga tetap-memilih berkewarganegaraan 





Bukti-tersebut merupakan bukti-yang resmi-dan-sah yang-
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintahan 
Jepang (berdasar atas visa-kunjungan) dan bukti tersebut jelas 
menyatakan bahwa kebenarannya dapat dibuktikan yang mana 
pemohon merupakan WNI asli, dan tidak berkewarganegaraan 
ganda. Namun, dalam perkawinnnya tersebut Ike Faridah sangat 
merasa dirugikan hak-haknya sebagai WNI. Bahwasanya dia 
ingin-memiliki hak milik atas-tanah di Indonesia namun 
terkendala oleh status perkawinannya yang termasuk perkawinan 
campuran. Bahwa dalam hal ini pemohon berkeinginan  untuk 
membeli-sebuah rumah-susun (selanjutnya disebut rusun) di 
Jakarta, hingga-pada-akhirnya pada-tanggal 26 Mei tahun 2012 
pemohon membeli 1 unit rusun akan-tetapi setelah dia 
melunaskan pembayarannya, rusun-tersebut tak kunjung-ia 
terima bahkan perjanjian dalam pembelian tersebut dibatalkan-
sepihak-oleh pihak pengembang-rusun alasannya dikarenakan 
suami dari pemohon merupakan seorang WNA, dan-pemohon 
tidak-memiliki perjanjian perkawinan dalam perkawinannya. 
Pernyataan dari pengembang dalam-suratnya yang bernomor 
267/S/LNC/X/2014/IP bertanggal 8 Oktober 2014, pada intinya 
berdasarkan-dengan pasal 36 ayat (1) UUPA, seorang 
perempuan-yang menikah dengan-WNA sangat dilarang-untuk 





Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB). Dikarenakan hal-
tersebut, pihak pengembang memberi keputusan untuk tidak 
melanjutkan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(selanjutnya disebut PPJB) atau Akta Jual Beli (selanjutnya 
disebut AJB) dengan-pemohon, karena hal tersebut dianggap-
melanggar ketetuan dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA.”57 
Dalam hal-ini, terkait dengan perkawinanya dikarenakan-ia 
tidak membuat pernjanjian perkawinan atau pemisahan harta 
perkawinan dan tidak juga melepaskan kewarganegaraannya 
serta masih tetap tinggal di Indonesia. Padahal pemohon sebagai 
WNI mempunyai-hak- konstusional yang seharusnya sama-
dengan WNI lainnya sebagaimana terjamin di dalam pasal 28 D 
ayat (1)58, pasal 28 E ayat (1)59, dan pasal 28H ayat (1) dan ayat 
(4) UUD 194560. Dikarenakan tidak adanya perjanjian 
perkawinan yang dibuat dalam perkawinanya, hal ini 
mengakibatkan dia tidak bisa memilik hak atas tanah di Indonesia 
dikarenakan telah terjadinya percampuran harta perkawinan 
diantara ia dan suaminya.  
                                                             
57 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm 5 
58 Pasal 28 D ayat (1) “setiap orang berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, 
kepaastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum” 
59 Pasal 28 E ayat (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan 
serta berhak kembali” 
60 Pasal 28H ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan 
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat…” 
Pasal 28 H ayat (4) “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 





Dan diatur pula di dalam pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 
yaitu : “harta-benda yang-diperoleh sepanjang perkawinan-
menjadi harta-bersama”. Namun ketika WNI yang-menikah 
dengan WNA dalam hal ini seperti-yang disebutkan di-dalam 
pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratuan dasar Pokok–
Pokok Agraria ayat (1) : “Hanya Warga Negara Indonesia yang 
dapat mempunyai hak milik” 
Berdasarkan pada-salinan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyebutkan bahwa 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang-mempunyai 
wewenang yang diberikan-oleh negara-untuk-menegakkan Hak-
Asasi-Pemohon yang telah-dirampas dan di-diskriminasi hak-
haknya dikarenakan berlakunya pasal 21 UUPA tersebut. Dasar 
permohonan pertimbangan dari pemohon dianggap telah 
sesuaidengan hukum, tepat, dan sempurna sebagaimana 
tercantum di dalam peraturan undang – undangan. Yang pada 
akhirnya mengakibatkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
mengabulkan putusan pemohon untuk seluruhnya. 
Namun sebenarnya tidak sepenuhnya putusan-tersebut- 
dikabulkan, seperti yang dikatakan oleh ketua MK Arief Hidayat 
bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan-





di-dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.61 Terkait 
pada pasal 35 ayat (1) UUP dan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) serta-
pada pasal 36 ayat (1) UUPA tidak ada yang dirubah dalam pasal 
– pasal tersebut dikarenakan dianggap telah sesuai dengan UUD 
1945.62 Walaupun Putusan MK 69/PUU-2015 berdasar-
permohonan oleh WNI yang menikah dengan WNA atau 
perkawinan-campuran, namun Putusan MK tersebut juga berlaku 
terhadap pasangan-sesama WNI.63 Tidak hanya itu, pertimbangan 
putusan MK ini juga di dasarkan pada fenomena yang dimana 
para suami istri dalam rumah tangganya karena alasan tertentu 
baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian 
perkawinan. 
Menurut Suroso, bagi perempuan Indonesia yang menikah 
dengan laki-laki berkewarganegaraan asing, sebaiknya mereka 
harus memiliki perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk 
melindungi diri, jika tidak maka perempuan Indonesia  tersebut 
tidak bisa mempunyai hak milik atas nama dirinya. Selain itu, 
perjanjian ini juga dapat mengenai kewarganegaraan anak yang 
lahir dari perkawinan-campuran yang mana jika kelak anak 
                                                             
61Lulu Anjarsari, MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan, 
diakses di website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 20 April 2021 
62 Benny Djaja, Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan, Depok : PT. 
RAJAGRAFINDO, 2020, Cet. Ke- 1, hlm 17 
63 Nayara Advocacy, Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap 






tersebut akan-mengikuti-kewarganegaraan ibunya. Hal ini tentu 
harus atas pertimbangan yang matang.64 Namun pada dasarnya, 
WNI yang menikah dengan WNA atau dalam perkawinan 
campuran dianjurkan untuk membuaat perjanjian perkawinan 
untuk melindungi dirinya. 
 
B) Perubahan iWaktu iSetelah iAdanya iPutusan iMahkamah 
iKonstitusi 
Ketentuan iisi idalam pasal 29 UUP tentang iPerjanjian 
Perkawinan iberubah isejak ilahirnya iPutusan iMahkamah 
Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang idi isahkan ipada 
tanggal 27 Oktober 2016. iSebagaimana iperubahan itersebut isi 
putusannya adalah isebagai iberikut :65 
a. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang – 
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “Pada Waktu, sebelum dilangsungkan atau 
selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis 
                                                             
64 Suroso, dalam webinar Nasional yang berjudul Perjanjian Perkawinan dalam Hukum 
Indonesia (Komparasi Antara Hukum Perdata dan Islam), Minggu 28 Februari 2021, diakses di 
Youtube pada tanggal 14 Maret 2021 





yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau 
notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” 
b. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada Waktu, sebelum 
dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua 
belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan 
perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” 
c. Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang – 
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak 
perkawinan dilangsungkan, kecuali jika ditentukan lain 
dalam perjanjian perkawinan” 
d. Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 





1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut 
mulai berlaku sejak perkawinan dilansungkan, kecuali 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” 
e. Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang – 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, 
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan 
atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, 
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan 
itu tidak merugikan pihak ketiga”. 
f. Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan 
berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta 





dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan 
untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau 
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.  
Lebih isingkatnya putusan iMahkamah iKonstitusi iini 
imenyebutkan i: 
1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam 
ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan 
bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, 
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 
sepanjang pihak ketiga tersangkut.  
Maksudnya iadalah isetelah iadanya ikeputusan iMK 
iini pengertian imengenai pembuatan perjanjian iperkawinan 
iyang imenjadi ilebih iluas ipengertiannya sehingga itidak 
ilagi idikatakan isebagai perjanjian pra-nikah atau 
iperjanjian isebelum pernikahan, itetapi idapat ijuga idibuat 
isepanjang iperkawinan- berlangsung. iNamun iperlu 
idiperhatikan imeskipun iperjanjian ikawin iini iberlaku 
iuntuk isuami iistri ibukan iberarti itidak iberlaku iuntuk 
ipihak iketiga. iPihak iketiga idalam iperjanjian ikawin ibaru 
iberlaku isejak ipegawai ipencatat iperkawinan imencatat 
idan imensahkan iperjanjian itersebut66. iMengapa iisi 
                                                             





iperjanjian itersebut ijuga iberlaku iterhadap ipihak iketiga? 
iDikarenakan ilembaga iperbankan imerupakan ilembaga 
iyang ipenting, inamun iseringkali imasih minimnya 
iperlindungan ibagi imereka.67 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 
melanggar batas –batas hukum, agama, dan kesusilaan. 
3. Perjanjiant tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian 
Perkawinan. 
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan 
dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, 
tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua 
belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau 
mencabut dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. 
Jadi isetelah iadanya iputusan iMK iini, ipembuatan iperjanjian 
iperkawinan ibukan ilagi idikatakan idengan iperjanjian ipra-nikah 
iatau ipreneuptial iagreement idan ikini ibisa imenjadi ipostnuptial 
iagreement iyang imaksudnya iadalah iperjanjian iperkawinan ikini 
idapat idibuat isebelum, ipada isaat idilangsungkannya iperkawinan, 
idan isekarang ibisa idibuat isepanjang iberjalannya iperkawinan. iHal 
iyang iperlu idiperhatikan ibahwa idalam ipembuatan iPerjanjian iPasca 
                                                             





iPerkawinan itersebut itetap iharus dibuat idi hadapan inotaris iatau 
ipegawai ipencatat perkawinan. 
 i i i iBagan i2 i: iPerjanjian iPerkawinan iSetelah iPutusan iMK 




Membuat iperjanjian perkawinan pada itahun 2021 
Penjelasan i: 
Tuan iB idan iNyonya iB itelah imelangsungkan ipernikahan 
ipada itahun i2019, itetapi ikarena isuatu ihal imereka iberdua iatas 
ikesepakatan ibersama ibaru imembuat ipejanjian iperkawinan ipada 
itahun i2021. iDalam ihal iini, idikarenakan isetelah ilahirnya iputusan 
iMahkamah iKonstitusi iNomor i69/PUU-XIII/2015 iatas iperubahan 
idari iPasal i29 iUUP iyang menyatakan ibahwa ikini iperjanjian 
iperkawinan idapat idibuat ipada iwaktu isebelum, isaat iperkawinan 
idilangsungkan idan isepanjang iperkawinan. iMaka idari iitu, iTuan iB 
idan iNyonya iB ibisa imembuat iperjanjian iperkawinan iwalaupun 
ipernikahannya isudah iberjalan i3 itahun idan idibuat idihadapan 











B. PELAKSANAAN PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN 
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PU-
XIII/2015 i 
Berdasarkan perubahan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan 
setelah lahirnya putusan MK, penulis tertarik untuk mengangkat tentang 
pelaksanaan terhadap perjanjian perkawinan ini di Kota Tegal. Maka dari itu, 
penulis melakukan beberapa penelitian pada instansi yang berwenang sebagai 
berikut. 
1. Pelaksanaan Penerapan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan 
iMahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada Kantor 
iUrusan Agama Kecamatan Tegal Timur 
Pencatatan idan imensahkan iperjanjian iperkawinan isesuai 
idengan iputusan iMahkamah iKonstitusi iNo. i69/PUU-XIII/2015 
isetelah idibuatkan -akta iperjanjian iperkawinan ioleh iNotaris ilalu 
idilegalisasi ioleh iKUA iuntuk iyang iberagama imuslim. iTanpa idi 
ilegalisasi iatau idilakukan ipencatatan idi iKUA imaka istatus 
iperjanjian iperkawinan itersebut itidak imemiliki ikekuatan ihukum. 
iLegalisasi iperjanjian ikawin iini idimaksudkan iselain iuntuk ibisa 
idinyatakan iberkekuatan ihukum itetapi ijuga imengikat iterhadap 
ipihak iketiga iatau ibank ijika isuatu isaat itejadi iperikatan idengan 
ibank. 
Sebagai ikelanjutan idari iPutusan iMK itersebut, Direktorat 





2017 mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 
mengenai ipencatatan idalam iperjanjian iperkawinan. iSurat iedaran 
ditunjukan ikepada ikepala ikantor iKementrian iAgama iprovinsi iyang 
kemudian idi isosialisasikan ikepada ikepala iKUA idi isetiap 
Kecamatan idi iseluruh iwilayah iIndonesia. iDi idalam isurat iedaran 
tersebut, imenjelaskan isecara idetail imengenai ipencatatan iperjanjian 
perkawinan. iSurat iedaran itersebut itidak imenjelaskan itentang proses 
legalisasinya itetapi ilebih imenjelaskan itentang ipersyaratan idan itata 
cara ipencatatan iperjanjian iperkawinan68. i 
Isi idari iSurat iEdaran iNomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 
itanggal 28 September 2017 tentang pencatatan iperjanjian iperkawinan 
iyaitu isebagai iberikut i: 
(a) Perjanjian iperkawinan iyang idibuat isebelum iatau ipada isaat 
perkawinan, iketentuan ipencatatanya isebagai iberikut: 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 
2. Fotocopy Kartu Keluarga; 
3. Fotocopy akta perjanjian iperkawinan yang dibuat oleh 
notaris dan sudah dilegalisasi. 
(b) Perjanjian iperkawinan iyang idibuat isepanjang iperkawinan 
syarat ipencatatannya isebagai iberikut: 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 
2. Fotocopy Kartu Keluarga 
3. Fotocopy perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris 
dalam ibentuk iakta idan itelah idilegalisasi; 
4. Buku pernnikahan suami dan isteri. 
(c) Perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia namun 
perkawinannya tercatat di luarinegeri, persyaratan laporan 
pencatatannya isebagai iberikut: 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 
2. Fotocopy Kartu Keluarga; 
                                                             





3. Fotocopy perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris 
dalam ibentuk iakta idan itelah idilegalisasi; 
4. Buku pernikahan suami isteri iatau akta perkawinan yang 
dikeluarkan ioleh inegara ilain. 
(d) Jika ingin merubah ataupun mencabut perjanjian perkawinan, 
persyaratan ipelaporannya isebagai iberikut: 
1. Fotocopy KTP Elektronik; 
2. Fotocopy Kartu Keluarga; 
3. Fotocopy akta perubahan atau pencabutan mengenai 
perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris dan telah 
dilegalisasi; 
(e) Tata iCara i: 
1. Persyaratan yang telah iditentukan itersebut, idiserahkan 
oleh ipasangan; 
2. Dibuatkan catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom 
catatan istatus ipernikahan ipada ibuku inikah ioleh Kepala 
KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah dengan menulis 
ikalimat i“Perjanjian Perkawinan dengan akta notaris ... 
nomor ... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal 
.........”, iatau dibuatkannya surat keterangan bagi yang 
iperkawinannya itercatat idi iluar inegeri inamun 
pembuatan iperjanjian iperkawinannya idi iIndonesia 
3. Pencatatan ipada dokumen iperjanjian iperkawinan iyang 
ditulis ipada ibagian ibelakang ihalaman iterakhir idengan 
kalimat “perjanjian perkawinan iini itelah idicatatkan pada 
akte inikah inomor : .../.../.../... atas nama ... dengan ... 
tanggal ... kemudian ditandatangani oleh PPN. 
4. Buku nikah dari pasangan iyang mana sudah dibuatkan 
catatan perjanjian iperkawinan atau surat keterangan i 
kemudian diserahkan kepada pasangan. 
 
Menurut iSyamsul iArif, iputusan iMK iini itelah iia iketahui. 
iMengenai ipelaksanaan ipembuatan iperjanjian iperkawinan idi iKUA 
iTegal iTimur isendiri ibelum ipernah iada iyang imencatatkan 
isebelumnya iselama iia imenjabat isebagai ikepala iKUA. 





iberjalan idi iKota iTegal. iNamun imenurutnya, imungkin isaja 
ipencatatan iperjanjian iperkawinan ihanya idilaksanakan idi ihadapan 
iNotaris itidak isampai ike iKUA iataupun ibisa isaja ihanya 
ikesepakatan ikedua ibelah ipihak. iDikarenakan isebenarnya ipihak 
iKUA ibukan isebagai ilembaga iyang imensahkan iperjanjian 
iperkawinan inamun ilebih iseperti ijika iada iyang imembuat 
iperjanjian iperkawinan iini idi ihadapan inotaris ilalu idiberitahukan 
ikepada ipihak iKUA, idan iselanjutnya ipihak iKUA ihanya 
imemasukan isalinan iperjanjian itersebut ikedalam iberkas ipencatatan 
iperkawinan isuami iistri idan iperjanjian iini ibukan imerupakan 
isyarat imutlak idalam iperkawinan69. 
Narasumber iyang isama ijuga imengatakan ipenting itidaknya 
ipembuatan iperjanjian iperkawinan itergantung ibagaimana 
ikesepakatan idari ipasangan ipenting iatau itidaknya idibuat iperjanjian 
iperkawinan idalam iperkawinan imereka. iDan iisi idari iperjanjian 
ijuga imerupakan iprivasi iyang iisi idan itujuannya ihanya ikedua 
ipihak isuami iistri iyang imenjalankan, itidak iada ikepentingan idari 
ipihak iluar iseperti iKUA, iDinas iPencatatan iSipil, imaupun iNotaris 
iuntuk imencampuri ihal iyang itercantum idalam iperjanjian itersebut.  
Herlien iBudiono70, ipejabat ipencatat iperkawinan isejauh iini 
itidak iada iyang ipernah imenolak idalam imenyetujui idan 
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70 iDalam bukunya yang iberjudul Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang 





imengesahkan iperjanjian iperkawinan iyang idiajukan, ipejabat 
iperkawinan iyang ibersangkutan ibahkan itidak imeneliti ilebih ilanjut 
imengenai ibagaimana iisi dari iperjanjian iperkawinan itersebut-
iapakah imengandung ihal-hal iyang imelanggar ibatas -hukum, 
ikesusilaan imaupun iagama iatau itidak iwalaupun -di idalam ipasal i29 
iayat i(2) iUUP iyang imenyebutkan idengan ijelas ipengesahan 
iperjanjian iperkawinan idilarang iapabila dianggap imelanggar 
ibatasan idalam iketentuan itersebut.71 
 
2. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi pada DinasiKependudukan dan Pencatatan iSipil Kota 
Tegal 
Sesuai iDengan iadanya iputusan iMK RI Nomor 69/PUU-
XIII/2015 imengenai perjanjian iperkawinan isetelah idibuatkan iakta-
perjanjian iperkawinan ioleh iNotaris ilalu idilegalisasi ioleh iDinas 
Kependudukan dan Pencatatan iSipil iuntuk yang iberagama inon 
muslim atau dalam iperkawinan campuran. Direktorat Jendral 
Kependukan dan Pencatatan Sipil imengeluarkan iSurat iEdaran Nomor 
472.2/5876/Dukcapil itanggal 19 Mei 2017 itentang Pencatatan 
Pelaporan Perjanjian iPerkawinan. iSurat iedaran iini memberikan 
petunjuk imengenai ibagaimana itata icara ipencatatan perjanjian 
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iperkawinan ibagi imsayarakat inon imuslim iatau idalam perkawinan 
icampuran. i 
Dalam isurat iedaran imenyebutkan -bahwa iperjanjian 
perkawinan idibuat idalam -akta inotaris ibahkan ihal iini itercantum 
dengan ijelas -bahwa iperjanjian iperkawinan idibuat idengan iakta 
notaris isebagai isalah isatu ipersyaratannya. iSetelah idibuat idalam 
akta inotaris, ilalu ioleh iDukcapil iharus idicatat idi idalam icatatan 
pinggir iregister idan iKutipan iAkta iPerkawinan iagar iberlaku ijuga 
terhadap ipihak iketiga.72 
Erik Djonet Suhandoko73 setelah diadakan iperjanjian 
iperkawinan idihadapan inotaris ipelaporan ipejanjian iperkawinan 
idilaporkan ipada iDukcapil iyang ikemudian idibuatkan icatatan 
ipinggir ipada icatatan ipinggir ibuku iregister iperkawinan idan ipada 
iakta iperkawinan.Terkait ipelaksanaan ipebuatan iperjanjian 
iperkawinan idi iDukcapil iKota iTegal isendiri ipernah iterjadi ipada 
itahun i2016 idan i2019 inamun iketika ipenulis imeminta iizin iuntuk 
imelihat idata iperjanjian itersebut itidak idiperkenankan idikarenakan 
iperjanjian iperkawinan itersebut imerupakan idokumen -rahasia iyang 
itidak -boleh ipihak iluar iketahui i74 
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Pendapat idari iNarasumber iini isama iseperti iyang idikatakan 
inarasumber ipada iKUA iTegal iTimur imengenai iperjanjian 
iperkawinan iapakah imelanggar idalam iketentuan iUU iatau itidak. 
iBeliau imengatakan ibahwa iperjanjian iperkawinan itidak imelanggar 
iketentuan idalam iUU imaupun idi idalam ihukum isendiri 
idikarenakan iperjanjian iperkawinan ibukan imerupakan isyarat iwajib 
ipencatatan iakta iperkawinan ikarena isifatnya ihanya isebatas ijika 
iada iyang imelaporkan iperjanjian iperkawinan idi iDukcapil isetelah 
idalam ibentuk iakta-notaris ilalu imelaporkan iperjanjiann itersebut 
ikepada iInstansi iPelaksana/Unit iPelaksana iTeknis i(UPT) ilalu 
idilampirkan ipada idokumen ipencatatan iperkawinan idan idibuat 
idibuat ipada icatatan ipinggir ipada ibuku iregister idan iakta 
iperkawinannya. iNamun, ijika iyang imendaftarkan iperjanjian 
iperkawinan iini imerupakan iperkawinan icampuran idan 
imelaksanakan iperkawinannya idi iluar inegeri iyang imana iakta 
iperkawinannya iditerbitkan ioleh inegara ilain imaka ipencatatan 
iperanjian iperkawinannya idibuat idalam ibentuk isurat iketerangan. 
iDikarenakan idasarnya ipihak iDukcapil imerupakan igerbang ikedua 
iyang imencatatkan iperjanjian iperkawinan isetelah ididaftarkan ipada 
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3. Pelaksanaan Penerapan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan 
iMahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada Notaris 
Notaris imerupakan isalah isatu ipejabat iyang iberwenang idalam 
imensahkan iperjanjian iperkawinan ipasca iputusan iMahakamah 
iKonstitusi iNomor i69/PUU-XIII/2015. iWalaupun inotaris ibaru 
idinyatakan isebagai-pejabat iyang iberwenang isetelah ilahirnya 
iputusan itersebut, itetapi ifungsi iNotaris idalam ipembuatan 
iperjanjian iperkawinan imerupakan isuatu ihal iyang ipenting. 
iDikarenakan iyang iberwenang iuntuk imembuat isuatu ikesepakatan 
iperjanjian iyaitu iNotaris idan idalam iperjanjian iperkawinan isendiri 
iharus idibuat idihadapan iNotaris idengan iakta iotentik idan itidak 
iboleh idibuat idibawah itangan. iDikarenakan iperjanjian iharus idibuat 
isecara itertulis, imaka iperjanjian iperkawinan iini iharus idibuat-
idengan iakta inotaris. iIsi iperjanjian iperkawinan iharus imengandung 
iperjanjian ibahwa iisinya itidak idapat idiubah ioleh ipara ipihak. iDan 
iisi idari iperjanjian iperkawinan ibunyinya iharus isama ibaik isalinan 
iyang idiberikan ikepada ipara ipihak iyang imembuat imaupun iminuta 
iakta iyang idipegang ioleh ipihak inotaris idikarenakan ihal iini 
imerupakan ijaminan idari iperjanjian ipekawinan ioleh iNotaris idan 
isebagai ialat ibukti iyang imempunyai ikekuatan ipembuktian ihukum 
iyang ikuat.76 
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Akta iotentik iberdasar ipada ipasal 1868 KUHPerdata 
merupakan akta yang dibuat oleh idan dilakukan idihadapan ipejabat 
umum idi iwilayah hukumnya iyang iberwenang idan idalam ibentuk 
sebagaimana yang diaturidi Undang-Undang, ipejabat iyang berwenang 
idisini iialah iNotaris. iSedangkan iakta idibawah itangan adalah 
iperjanjian iyang idibuat itanpa iadanya icampur itangan idari notaris 
iatau ipejabat iumum ilainnya i77. iMenurut Retnowulan Sutantio dalam 
bukunya iyang berjudul Hukum Acara Perdata idalam Teori dan 
Praktik, imenyatakan ibahwa iada tiga aspek ikekuatan yang dimiliki 
akta otentik iyaitu i: (1) kekuatan pembuktian iyang bersifat formil, 
ikarena ihal iini imembuktikan ibahwa iantar ipihak terkait sudah 
menerangakan apa iyang iditulis idi idalam iakta itersebut; i(2) 
kekuatan pembuktianiyang bersifat materil, ikarena iditujukan iuntuk 
membuktikan isi idalam iakta itersebut ibenar-benar iterjadi i; i(3) 
kekuatan pembuktian ke luar yang mengikat, imaksudnya iadalah 
keberlakuan iisi idalam iakta ijuga iakan imengikat ipihak iketiga diluar 
ipara ipihak iutama.78 
Pasal 147 KUHPerdata imenjelaskan ibahwa iperjanjian 
perkawinan iakan imenjadi ibatal ibila iperjanjian itersebut itidak dibuat 
idihadapan inotaris isebelum idilangsungkannya iperkawinan. iDi 
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idalam iUndang-Undang iJabatan iNotaris i(selanjutnya idisebut 
iUUJN) ijuga imenyebutkan iterkait-kewenangan inotaris idalam hal 
imembuat iakta. iMaka iberdasarkan ipasal itersebut imenyatakan 
bahwa iperjanjian iperkawinan idibuat ibaik idalam isebelum imaupun 
isepanjang iperkawinan iberlangsung, iharus idibuat idalam bentuk 
iakta inotaris iyang-kemudian idi isahkan ioleh ipegawai ipencatat 
iperkawinan iseperti iKUA ibagi iyang iberagama imuslim idan iDinas 
iKependukan idan iPencatatan iSipil ibagi iyang iberagama inon 
imuslim. 
Jika idilihat idi idalam iisi iUUP idan iPutusan iMahkamah 
iKonstitusi iRepublik iIndonesia iNomor i69/PUU-XIII/2015 itidak 
imengatur imengenai iperjanjian iperkawinan idibuat iakta inotaris. 
iNamun, ijika idilihat idalam ikedua isurat iedaran ipada iKUA idan 
iDukcapil imenyebutkan ibahwa iperjanjian iperkawinan idibuat idalam 
iakta-notaris ibahkan ihal iini itercantum idengan ijelas ibahwa 
iperjanjian iperkawinan idibuat idengan iakta inotaris isebagai isalah 
isatu ipersyaratannya. iJadi idalam ihal iini iNotaris imerupakan 
ipejabat yang imempunyai ikewewenangan ikhusus idalam ipembuatan 
iperjanjiann iperkawinan. 
Mengenai ipelaksanaannya, imenurut iRonal Ahmad Tawaqal, 
S.H., M.Kn79 idi ikota imaupun ikabupaten iTegal imasih ijarang iyang 
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membuat iperjanjian iperkawinan. iNamun, idi ikantornya ipernah iada 
yang imembuat iperjanjian iperkawinanitetapi sebelum diumumkannya 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, 
isehinggaiiwaktuiipenandatangananiiperjanjian perkawinannya 
dilaksanakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Menurutnya, 
tidak iada kendala maupun ikesulitan idalam ipembuatan perjanjian 
perkawinan ini dikarenakan idalam ipembuatanya isendiri 
dilangsungkan iatas dasar kesepakatan idari ipara ipihak iyang imana 
prosedur pelaksanaanya juga sama idengan ipembuatan iakta inotaril 
lainnya asal tidak melangggar ketentuan idari ipasal i1320 iBW 
mengenai syarat isahnya suatu perjanjian. iKewenangan ibaru iyang 
diterima oleh iNotaris dalam hal pembuatan iperjanjian iperkawinan ini 
itentu tidak imembuatnya khawatir. Karena itentunya kewenangan yang 
diterimanya iini ijika dilaksanakan dengan ibaik idan isesuai dengan 
Undang i– iUndang, aturan iyang berlaku idan ijuga ikode etik profesi 
yang iditetapkan maka notarisitersebut telah melaksanakan tugasnya 
dengan isempurna dan penuh itanggung ijawab.80 
Hal iyang isama ipun idikatakan ioleh iHj. Chandra Puspasari 
Setyaningrum, S.H., M.Kn81, inarasumber imengatakan idi ikantornya 
sendiri ibelum ipernah iada iyang imembuat iperjanjian iperkawinan, 
dikarenakan ihal iini imerupakan ihal iyang imasih idianggap itabu oleh 
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masyarakat. iSama ihalnya idengan iyang idikatakan ioleh narasumber 
sebelumnya, itidak iada imasalah iyang iia iterima imengenai 
wewenang iyang iditerima inotaris idari iMahkamah iKonstitusi iini. 
Karena imengenai imasalah idibuatnya iperjanjian iperkawinan isudah 
pasti iatas ikesepakatan idari ipara ipihak idan idiharapkan ipara ipihak 
yang iterikat itidak imerasa idirugikan. iNarasumber ijuga imengatakan 
bahwa ijika isuatu isaat iada iyang imembuat idan imensahkan 
perjanjian iperkawinan idi ikantornya iia itidak ikhawatir ikarena ihal 
ini itelah isesuai idengan iUUJN, iasalkan itidak imelanggar iketentuan 
dalam isyarat isah iperjanjian, ihukum, iagama, ikesusilaan idan 
ketertiban iumum. iNamun, iada ihal iyang isedikit imembuatnya itakut 
yaitu ijika iobjek iyang idimunculkan idi idalam iperjanjian perkawinan 
tidak isesuai idengan ikenyataannya. i 
Mengenai ipenting iatau itidaknya iperjanjian iperkawinan iini, 
narasumber imengatakan ibahwa iperjanjian iini ibersifat subjektif 
dikarenakan ikembali ilagi ibagaimana ikepentingan ipara ipihak 
mengenai idibuatnya iperjanjian iperkawinan iini.82 iDengan iadanya 
perjanjian iperkawinan iyang idibuat-maka ijika iada isalah isatu iobjek 
yang iakan idijual iatau idijaminkan iyang idimiliki ioleh isalah isatu 
pasangan ibisa itanpa ipersetujuan isalah isatu ipihak.  
Meskipun isekarang iperjanjian iperkawinan ibisa idisahkan ioleh 
notaris, itapi iperjanjian iini itetap iharus ididaftarkan ike iKUA 
                                                             





maupun iDinas iPencatatan iSipil. iDikarenakan idemi iterpenuhinya 
unsur ipublisitas iperjanjian iperkawinan itersebut idan isebagai ibukti 
agar inegara ijuga iturut imengetahui iadanya iperjanjiann iperkawinan 
yang dibuat dalam pernikahan. iDan ihal iini isesuai idengan pernyataan 
yang itercntum idi idalam iputusan iMK itersebut iyang menyatakan 
“isinya belaku juga terhadap pihak ketiga” imaksudnya adalah isupaya 
pihak iketiga imengetahui itentang ipembuatan perjanjian iperkawinan 
yang idibuat ioleh ipasangan. iJika iperjanjian ini itidak ididaftarkan 
dan ihanya isekedar iperjanjian iantara ikedua belah ipihak isuami iistri 
saja, imaka iperjanjian ihanya iberlaku terhadap isuami iistri iyang 
membuatnya idan idianggap itidak isah.83 
                                                             
83 iIrma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan 











1. Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan 
iMahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 i 
Dari penjelasan itersebut idapat idisimpulkan imengenai iperjanjian 
iperkawinan isetelah iputusan iMK iterjadi ibeberapa iperubahan : i 
(1) Mengenai perjanjian perkawinan iyang isekarang ipelaksanaan 
pembuatannya ibisa isepanjang iperkawinan berlangsung; i 
(2) Berlakunya iperjanjian iperkawinan ipada isaat isebelum iputusan 
MK, iperjanjian iperkawinan iberlaku isemenjak idilangsungkannya 
perkawinan. Namun isetelah putusan MK, ipasangan idapat 
menentukan imengenai ipemberlakuan iperjanjian iini. iJadi 
maksudnya iialah ijika ipasangan tidak menentukan ikapan mulai 
berlakunya iperjanjian itersebut imaka iperjanjian imulai iberlaku 
sejak iperkawinan idilangsungkan inamun ijika iditentukan iwaktu 
pembelakuan iperjanjian itersebut imaka iperjanjian iperkawinan 
berlaku isesuai idengan ikesepakatan iwaktu iyang itelah iditentukan;  
(3) Setelah iputusan iMK, iisi iperjanjian Perkawinan ibukan ihanya 
mengatur iharta ikekayaan isaja itetapi ijuga iperjanjian ilainnya;  
(4) Perjanjian perkawinan tidak boleh dicabut. iSebelum iadanya putusan 





setelah ilahirnya iputusan iMK ibukan ihanya itidak iboleh idirubah, 
ditambahkan ijuga iperjanjian iperkawinan itidak iboleh idicabut 
kecuali iatas ikesepakatan ibersama. 
 
2. Pelaksanaan Penerapan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan 
iMahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 
Mengenai ipelaksanaan iperjanjian iperkawinan, ipenulis itelah 
imeneliti iberbagai iinstansi iyaitu iKUA Tegal Timur, Dinas 
iKependudukan idan iPencatatan iSipil iKota iTegal iserta isalah isatu 
iNotaris di Kota Tegal idan isalah isatu iNotaris di Kabupaten Tegal. 
iBerdasarkan iwawancara iyang itelah ipenulis ilaksanakan, idari ikeempat 
inarasumber mengatakan ibahwa imengenai ipelaksanaan ipembuatan 
iperjanjian perkawinan idi iKota Tegal imaupun idi iKabupaten Tegal 
isendiri imasih ibelum ibegitu iterlaksana idengan ibaik. iHanya iada 
ibeberapa orang yang membuat iperjanjian perkawinan dan 
imencatatkannya idi iinstansi iyang itelah itercantum. I 
 
B. SARAN 
1. Mengenai putusan yang telah dikeluarkan MK menurut saya sudah sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang ada. Karena dasar putusan MK tersebut 
pastinya telah dipertimbangkan secara matang. Namun, ada menurut 
penulis isi dari Perjanjian Kawin ini harus lebih diperjelas lagi mengenai 





pihak ketiga” sedangkan dalam perjanjian ini perjanjian hanya dibuat oleh 
pihak suami istri. Dan mengenai keterlibatan Notaris dalam mensahkan 
perjanjian kawin, memang notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam 
pembuatan perjanjian ini namun jika untuk mensahkan tidak sepenuhnya 
bisa karena perjanjian ini tetap harus dilaporkan pada pihak KUA ataupun 
Dukcapil. 
2. Berdasar pda penelitian yang dilakukan, walaupun di Kota Tegal masih 
jarang yang membuat perjanjian ini, namun diharapkan semua instansi 
terkait yang berwenang dalam perjanjian kawin harus siap kapanpun ada 
yang mencatatkan atau melaporkan perjanjian ini. Dan menurut penulis, 
pentingnya pembuatan perjanjian kawin ini demi mencegah terjadinya hal- 
hal buruk pada perkawinan seperti KDRT atau hal lainnya, karena jika 
dilihat pada fenomena yang terjadi sekarang ini banyak kasus perceraian 
yang memperebutkan harta gono gini. Perjanjian perkawinan juga sangat 
penting terutama bagi pasangan yang perkawinannya berstatus perkawinan 
campuran, karena agar suami/istri yang berstatus WNI tetap bisa memiliki 
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